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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI PASAL 9 ERATURAN DAERAH KABUPATEN 

LEBONG NOMOR 3 TAHUN 2020 DI TINJAU DARI SIYASAH 

DUSTURIYAH 

 (Studi Kasus Di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong) 

Oleh : Clara Melina Pratiwi (19671002) 

Keberadaan Peraturan Daerah sangatlah penting dalam mengatur ketertiban 

masyarakat sebagaimana pada Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 

Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, 

Dan Perlindungan Masyarakat seperti : Mengadakan pesta malam pada perayaan 

pernikahan yang melibatkan waria. Sehingga banyak dampak negative yang 

diitimbulkan dari adanya kasus tersebut, seperti: Mengganggu ketentraman 

masyarakat sekitar lokasi, terjadinya transaksi peredaran miras dan narkoba, dan 

terjadinya perkelahian. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif. Tujuan nya 

menganalisis kasus dengan metode memadupandankan bahan-bahan hukum 

(informasi skunder) dengan informasi primer yang diperoleh dilapangan. Penelitian 

ini juga dimaksudkan untuk Mengetahui kebiasaan masyarakat Kecamatan Uram 

Jaya Kabupaten Lebong pada pesta malam saat perayaan pernikahan yang 

melibatkan waria di tinjau dari Siyasah Dusturiyah. 

Hasil dari penelitian ini adalah pertama kebiasaan masyarakat Kecamatan 

Uram Jaya Kabupaten Lebong tidak sesuai dengan penerapan Pasal 9 Peraturan 

Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan 

Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Dan Perlindungan Masyarakat. Masih 

banyak faktor penghambat dalam pelaksanaan Perda ini. Pertama dari pihak 

pemerintah yang menjadi faktor penghambatnya seperti kurangnya sosialisasi oleh 

pemerintah  kepada masyarakat dan sarana dan psarana. kedua dari masyarakat 

seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan faktor kebiasaan masyarakat.  Kedua 

berdasar tinjauan Fiqh Siyasah bahwa hukum bagi perempuan menyerupai laki-laki 

dan laki-laki menyerupai perempuan itu adalah haram, sudah jelas dalam hadits 

Rasulullah SAW. 

 

Kata kunci : Kebiasaan, Perda, Siyasah Dusturiyah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara sebagai suatu lembaga atau suatu wadah dimana manusia 

mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-

kegiatannya. Dalam arti luas negara merupakan sosial (masyarakat) yang 

diatur secara konstitusional (berdasarkan undang-undang) untuk 

mewujudkan kepentingan bersama.1 

Hidup di negara hukum itu antara masyarakat dan lembaga-

lembaga negara sangat berkaitan sama halnya dengan dua sisi mata uang, 

dimana masyarakat memiliki posisi masing-masing dalam tatanan 

pemerintahan dengan posisi tersebut lah yang akan menjalankan 

tupoksinya masing-masing, azaz legalitas ialah azaz bahwa semua 

tindakan alat-alat negara harus didasarkan dan dibatasi oleh peraturan, 

yaitu “rule of law”. Yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara 

ialah undang-undang dasar yang terdiri atas peraturan-peraturan hukum 

dan azaz-azaz hukum. Dengan hukum inilah masyarakat dapat merasakan 

bagaimana regulasi dan proses dalam hidup bermasyarakat menjadi 

teratur dan terkonsep agar mudah dan bisa dipahami.2

                                                             
1 Rahmawati.A, Penerapan Konsep Negara Hukum Dalam Made Of Law Di DPRD 

Kabupaten Pinrang   Perspektif Fiqh Siyasah. Skripsi (Parepare : Fak. Syari’ah Dan Ilmu Hukum 

Islam IAIN Parepare, 2020), 1  
2 Muhammad Qodri, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 

2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Pongkai Kecamatan Koto 

Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Skripsi (Riau : Fak. Syariah Dan Hukum UIN Syarif Kasim 

Pekanbaru, 2020), 1-2  
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Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang ditegaskan dalam 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. 

Ketetapan pasal tersebut merupakan konstitusional bahwa Indonesia 

adalah negara yang berdiri diatas landasan hukum, dimana hukum 

diposisikan sebagai aturan main tunggal dalam menjalani kehidupan dan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.3 

Pasal 1 ayat (3) Undng-Undang Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Tahun 1945 ini merupakan cita negara Indonesia dimana cita 

negara mengandung gambaran bentuk negara ideal yang di idam-

idamkan oleh suatu bangsa. Cita negara menjadi pedoman dan panutan 

dalam segala hal yang berhubungan dengan negara dan 

penyelenggaraannya, memberikan pedoman dan tuntutan dalam hal 

penataan struktur organisasi negara ataupun penentuan kebijhakan 

negara.4 

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh 

hukum, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan 

konstitusi dan kedaulatan hukum. Negara hukum berarti negara yang 

menegaskan supermasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahannya, 

bukan supermasi kekuasaan. Dalam negara hukum, penguasa tidak bisa 

                                                             
3 Faqhihus Silmi Al-Haq, Konsep Negara Hukum Modern Dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Perspektif Yusuf Al-Qardhawi. Skripsi (Malang : 

Fak. Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim,  2019), 5  
4 Hotma P. Sibuea, “Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik”, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010 
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berbuat menurut kehendak dan kemauannya saja, karena segala tindakan 

dan kebijaksanaan politiknya dibatasi oleh peraturan-peraturan.5 

Implementasi peraturan adalah alat administrasi hukum dimana 

berbagai organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama 

untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang di 

inginkan. Implementasi yaitu berbagai tindakan yang dilakukan individu, 

pejabat, kelompok pemerintah, atau swasta yang diarahkan pada tercapai 

nya tujuan-tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan kebijakan.6 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah, telah memberikan paradigma baru dalam 

penyelenggaraan pemerintahan diIndonesia. Daerah dituntut untuk 

menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan mengelola daerah 

dengan harapan dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan 

masyarakat. Pemerintah daerah berhak mengeluarkan berbagai kebijakan 

publik untuk tujuan tersebut dengan catatan sesuai dengan peraturan serta 

perundang-undangan yang ada diatasnya yang telah diputuskan oleh 

pemerintah pusat. Secara prinsip, otonomi daerah mempunyai sebuah 

tujuan utama yaitu untuk memberikan pelayanan pemerintah kepada 

masyarakat sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih terkontrol. 

Melalui otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah akan lebih 

dalam menentukan seluruh kegiatannya, pemerintah daerah harus mampu 

                                                             
5 Muhammad Iqbal,  Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Dokrit Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 

2014),  230. 
6 Marya Andriyana, Implementasi Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Menurut Fiqh 

Siyasah. Skripsi (Lampung : Fak. Syariah Universitas Islam Raden Intan, 2022), 1 
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memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah 

dengan melakukan reformasi birokrasi yang ada, serta identifikasi potensi 

sumber-sumber pendapatan dan mampu menetapkan belanja daerah 

secara ekonomi, wajar, efesien, efektif termasuk kemampuan perangkat 

daerah untuk meningkatkan kinerja srta mempertanggung jawabkan 

kepada pemerintah posat maupun kepada masyarakat dan publi. Setelah 

pemberian wewenang untuk mengatur rumah tangga daerah sendiri 

melalui otonomi daerah, Pemerintah daerah sekarang berlomba-lomba 

untuk membuat berbagai Peraturan Daerah dengan tujuan untuk 

memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).7 

Berdasar Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah 

“Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah yaitu penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 

prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dengan 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”.8 

Di Kabupaten Lebong ketertiban umum, ketentraman dan 

perlindungan masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi 

                                                             
7 Iswinarno Setia Aji, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang 

Penyelenggaraan Hiburan Di Kabupaten Demak (Studi Kasus : Penyelenggaraan Hiburan Karaoke 

Di Kabupaten Demak). Skripsi (Semarang : Fak. Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang,  2019), 2 
8Afriansah Ptarama Lubis, Implementasi Peratura Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 

Tahun 2018 Dalam Rangka Pelayanan Tertib Tempat Usaha Di Dinas Satpol Pp Kabupaten Asahan. 

Skripsi (Medan : Fak. Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhamdiyah Sumatera Utara, 2021), 

1 
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kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebong yang dalam pelaksanaannya 

harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Untuk menjamin terselenggarakannya ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Lebong dengan 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dan 

Bupati Kabupaten Lebong mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Lebong Nomor 3 Tahun 2020 tentang ketertiban umum, ketentraman 

masyarakat dan perlindungan masyarakat.  

Isi Peraturan Daerah tersebut khusus nya yaitu tedapat pada Pasal 9 

Ayat (1), yang bunyinya: 

(1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d 

meliputi: 

a.  Memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat 

dan segala potensi gangguan yang tidak sesuai dengan norma 

agama dan kesusilaan; 

b. Memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat 

dan segala potensi gangguan yang bertentangan dengan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.9 

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau disebut juga 

kekuasaan legislasi dalam fiqh siyasah di sebut al-sulthah al-tasyri’iyah 

yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Ahlu ahaliwal Aqdi 

digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan pemerintah Islam 

                                                             
9Undang-Undang Pemerintah Derah Kabupaten Lebong  Nomor 3 Tahun 2020, Tentang  

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, Lebong  2020 
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untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh 

masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT 

dalam stariat Islam : pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk 

menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam, 

masyarakat Islam yang akan melaksanakannya, isi peraturan atau 

hukumnya harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.10 

Ketaatan kepada pemimpin adalah kewajiban sebagaimana 

disebutkan dalam Al-Qur’an dan Hadist. Dalil didalam Al-Qur’an 

sebagaimana firman Allah, yaitu :  

َ وَأطَِيعوُا كُمأ ۖ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أطَِيعوُا اللََّّ رِ مِنأ مَأ سوُلَ وَأوُلِي الْأ الرَّ  

ِ وَا ءٍ فَرُدُّوهُ إِلىَ اللََّّ تمُأ فيِ شَيأ ِ لرَّ فإَنِأ تنَاَزَعأ مِنوُنَ بِاللَّّ سوُلِ إنِأ كُنأتمُأ تؤُأ  

أوِيلً   سَنُ تأَ لِكَ خَيأرٌ وَأحَأ خِرِ ۚ ذََٰ مِ الْأ وَالأيوَأ  

Artinya :  

 

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara 

kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapattentang sesuatu, maka 

kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika 

kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa : 59)11 

 

Dalam ayat ini Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada 

urutan ketiga setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun, 

untuk pemimpin disini tidaklah datang dengan lafazh perintah “taatilah” 

karena ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, apabila 

                                                             
10 Dahlia, Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah 

Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.  Skripsi (Lampung : Fak. Syariah UIN Raden Intan, 2020) 
11 Q.S An-Nisa Aayat 108 
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seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, 

maka tidak ada lagi kewajiban mendengar dan taat kepada mereka.12 

Pada fenomena yang menjadi kebiasaan masyarakat di Kecamatan 

Uram Jaya Kabupaten Lebong ketika melaksanakan suatu perayaan 

pernikahan ataupun ataupun sunatan pasti merayakannya dengan suatu 

perayaan yang berlebihan. Bahkan perayaan tersebut dilaksanakan 

sampai larut malam hingga menjelang waktu subuh sehingga 

mengganggu ketenangan dan ketentraman masyarakat sekitar. 

Dan akhirnya kejadian pesta yang di iringi musik sampai larut 

malam hingga menjelang subuh ini sangat mengganggu 

ketertiban,ketentraman, dan kenyamanan dimasyaraka, yang mana 

membuat masyarakat sangat terganggu dengan aktivitas musik yang 

diadakan oleh ahli rumah. Padahal Pemerintah sudah menetapkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang 

Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Dan Perlindungan 

Masyaraka.  

Penjabaran diatas adalah dasar ketertarikan penulis untuk 

mengangkat pembahasan mengenai “Implementasi Pasal 9 Peraturan 

Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Ditinjau dari 

Siyasah Dusturiyah” yang akan dijadikan sebagai skripsi. Harapannya 

melalui pembahasan permasalahan ini dapat ditemukan solusi yang 

nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan bagi 

                                                             
12 https://islam.nu.or.id/post/read/106733/sikap-terhadap-pemimpin-menurut-islam 
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pemerintah Kabupaten Lebong khusus nya di Kecamatan Uram Jaya 

dalam mengatasi persoalan-persoalan penerapan ketentraman dan 

ketertiban umum sebagaimana yang diatur dengan tegas dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 tahun 2020 Pasal 9. Sehingga 

tujuannya yang tercantum di dalam Peraturan Daerah tersebut untuk 

dapat tercapai 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan terarah, maka 

peneliti perlu membatasi permasalahan penelitian ini, penelitian ini hanya 

akan membahas tentang: 

1 Pemahaman Masyarakat Tentang Pasal 9 Peraturan Daerah 

Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran 

Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan 

Masyarakat. 

2 Implementasi dan tinjauan siyasah dusturiyah mengenai Pasal 9 

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 

Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman 

Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1 Bagaimana Pemahaman Masyarakat Tentang Pasal 9 Peraturan 

Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang 
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Penyelenggaran Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan 

Perlindungan Masyarakat? 

2 Bagaimana Implementasi dan tinjauan siyasah dusturiyah mengenai 

Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 

Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman 

Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat? 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang kemudian 

akan diolah dan   dianalisis, sehingga pada akhirnya dapat diusulkan 

berbagai rekomendasi yang bertujuan untuk : 

1 Mengetahui dan menjelaskan penerapan Pasal 9 Peraturan Daerah 

Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran 

Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan 

Masyarakat. 

2 Untuk mengetahui mengenai tinjauan siyasah dusturiyah mengenai 

Implementasi Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 

3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, 

Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 
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1 Untuk melatih penulis dalam mengembangkan wawasan pikiran 

secara ilmiah dan rasional dalam menghadapi masalah-masalah 

yang ada dan timbul dilingkungannya. 

2 Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran 

penulis pada masyarakat yang membaca penelitian ini, Pemerintah 

Kabupaten Lebong khusunya Masyarakat yang ada diKecamatan 

Uram Jaya mengenai ketertiban umum, ketentraman dan 

perlindungan masyarakat. 

F. Kajian Literatur 

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka sangat penting sebagai 

sumber data untuk menghindari plagiat penelitian dan menunjang dalam 

perumusan masalah.  

Pertama, Skripsi Mustofa, NPM : 09340014, Mahasiswa fakultas hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tahun 2013 dengan judul : 

“Upaya Polri dalam Mencegah dan Menanggulangi Kerusuhan Massa 

Akibat Konser Musik Organ Tunggal diKecamatan Tanjung Brebes”. 

Skripsi ini merupakan penilitian yuridis empiris. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian penulis yaitu terkait bentuk kerusuhan yang terjadi 

sangat berbeda, walaupun akibat dari kerusuhan tersebut menimbulkan 

kerusakan pada fasilitas umum.13 

Kedua,Skripsi Afriansyah Pratama Lubis, Mahasiswa Program Studi 

Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  

                                                             
13 Mustofa, Upaya Polri Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Kerusuhan Massa Akibat 

Konser Musik Organ Tunggal Dikecamatan Tanjung Brebes. Skripsi (Yogyakarta : Fak. Syariah Dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013) 
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Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Medan), tahun 2021 

dengan judul : “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan 

Nomor 1 Tahun 2018 Dalam Rangka Pelayanan Tertib Tempat Usaha Di 

Dinas Satpol PP Kabupaten Asahan”. Skripsi ini merupakan penelitian 

yuridis empiris. Perbedaan penelitian ini berfokus pada masalah Tertib 

Tempat Usaha Permainan Anak-Anak Di Kabupaten Asahan.14 

Ketiga, Skripsi M.Rizal Ismail, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara 

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 

2021 dengan judul : “Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah 

Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman 

Masyarakat Dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah”. 

Perbedaan penelitian dengan skripsi ini lebih fokus mengkaji mengenai 

para pedagang kaki lima pasar bambu kuning bandar lampung.15 

Jadi, perbedaan penelitian ini dari penelitian yang sudah terlaksana 

di atas terlihat jelas bahwa fokus penelitian di atas berbeda dengan fokus 

penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus pada dampak 

lingkungan sosial terhadap pesta malam dan dampak penutupan jalan 

lintas umum. 

 

 

                                                             
 14 Afriansyah Pratama Lubis, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 

Tahun 2018 Dalam Rangka Pelayanan Tertib Tempat Usaha Di Dinas Satpol PP Kabupaten Asahan. 

Skripsi  (Medan : Fak. Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 

2021) 
 15 M.Rizal Ismai, Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 

Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah 

Dusturiyah. Skripsi (Lampung : Fak. Syariah UIN Raden Intan, 2021) 
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G. Penjelasan Judul 

Sebelum menguraikan skripsi ini lebih lanjut, terlebi dahulu akan 

akan dijelaskan pengertian judul dengan maksud untuk menghindari 

kesalah pahaman pengertian. Skripsi ini berjudul Implementasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang 

Penyelenggaran Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan 

Perlindungan Masyarakat diTinjau dari Siyasah Dusturiyah, yaitu : 

1 Implementasi : Secara etimologis pengertian implementasi menurut 

Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab : Konsep 

implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement, Dalam 

kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berarti 

to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk 

melaksanakan sesuatu) dan to give practical effect to (untuk 

menimbulkan dampak/akibat dari sesuatu). Implementasi berasal 

dari bahasa inggris yaitu to implement yang berarti 

mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan 

sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak 

atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk 

menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan 
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yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam kehidupan 

Kenegaraan.16 

2 Peraturan Daerah  

Peraturan Daerah adalah peraturan Perundang-undangan yang 

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan 

persetujuan bersama Kepala Daerah disalurkan dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011.17 

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang 

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 

persetujuan bersama kepala daerah (gubernur/wali kota). 

Kewenangan membuat peraturan daerah (perda), merupakan wujud 

nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan 

sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dan 

penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan Daerah ditetapkan oleh 

Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, 

untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh 

provinsi/kabupaten/kota, serta tugas pembantuan. Perda pada dasar 

nya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas 

masing-masing daerah. Peraturan Daerah yang dibuat satu daerah 

tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan 

                                                             
16 https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/5/111801090_file%205 Diakses Pada 16 

Januari 2023 Pukul 09:35 
17  https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia) Diakses Pada 16 Januari 

2023 Pukul 09:45 

https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/5/111801090_file%205
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)
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perundang-undangan yang lebih tinggi baru mempunyai kekuatan 

mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran 

daerah.18 

Tujuan utama dari suatu Peraturan Daerah adalah untuk 

mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat. 

Dalam proses pembuatan suatu Peraturan Daerah, masyarakat 

berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis. 

Keterlibatan masyarakat sebauiknya dimulai dari proses penyiapan 

sampai pada waktu pembahasan rancangan Peraturan Daerah. 

Penggunaan hak masyarakat dalam pelaksanaannya diatur dalam 

peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.19 

3 Kabupaten Lebong adalah sebuah wilayah kabupaten diProvinsu 

Bengkulu, Indonesia, ibu kotanya dalah Kecamatan Tubei. 

Kabupaten ini merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten 

Rejang Lebong, dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2003. Secara administratif terdiri atas 12 Kecamatan dengan 

11 Kelurahan dan 100 Desa. 20Dan Kabupaten Lebong inilah 

tempat penuluis melakukan penelitian yaitu tepatnya di Kecamatan 

Uram Jaya 

. 

                                                             
18 Nurliah, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Takalar. Skripsi (Makassar : Fak. Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Makassar, 2016), 9-10 
19 Abdullah, Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara 

Langsung (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2005), 133. 
20 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lebong Diakses pada 16 Januari 2023 Pukul 

10:10 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lebong
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H. Metodelogi Penelitian 

Penelitian Hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan 

kepada metode sistematika dan pemikiran tertentu, dengan cara 

menganalisisnya. Selain itu, penelitian hukum juga diadakan 

pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk 

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan. 

1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini memakai penelitian yuridis empiris, jenis 

penelitian hukum mengenai pemberlakuan ataupun implementasi 

syarat hukum normatif secara  ination pada tiap peristiwa hukum 

tertentu yang terjalin dalam warga. Penelitian yuridis empiris 

bertujuan menganilis kasus dicoba dengan metode 

memadupadankan bahan-bahan hukum (informasi sekunder) 

dengan informasi primer yang diperoleh dilapangan. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara 

kepada respoden. 

2 Sifat Penelitian 

Penelitian hukum bertujuan untuk mengenali serta 

menggambarkan kondisi suatu mengenai apa dan bagaimana 

keberadaan norma hukum serta bekerjanya norma hukum pada 

warga. Bersumber pada tujuan penelitian hukum tersebut, hingga 

kecenderungan sifat penelitian yang digunakan merupakan 

deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan 
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penelitian yang cuma sekedar melukiskan kondisi obyek ataupun 

peristiwanya tanpa suatu itikad untuk mengambil kesimpulan-

kesimpulan yang berlaku secara universal. Tata cara ini digunakan 

supaya sanggup menguasai serta membagikan cerminan yang jelas 

mengenai kasus yang terpaut dengan isi penelitian ini. Analisis 

dipakai supaya penulis bisa menyusun penelitian ini dalam bentuk 

yang sistematis sehingga selaras pada inti kasus serta mendapatkan 

hasil penelitian yang benar. 

Oleh sebab itu, tujuan utama penelitian skripsi ini merupakan 

untuk melukiskan kenyataan yang sesungguhnya dari sesuatu objek 

sehingga bisa diperoleh gambaran yang pas serta objektif dalam  

Implementasi Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong 

Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ketertiban Umum, 

Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat diTinjau 

dari Siyasah Dusturiyah. 

3 Lokasi Penelitian 

Untuk  mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek 

penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian diKecamatan 

Uram Jaya Kabupaten Lebong. Penulis memilih lokasi ini karena 

sangat berhubungan dengan penulisan proposal, utamanya dalam 

mengumpulkan serta mencari data-data yang berhubungan dengan 

proposal penelitian ini. 
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4 Data Dan Sumber Data 

Bersumber pada perihal tersebut, ada pula sumber informasi 

yang dipergunakan dalam penelitian ini, ialah : 

a. Data Primer 

Data Primer adalah “Data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya dan dicatat untuk pertama kali”. Data Primer yaitu 

data yang diperoleh dari wawancara, dalam hal ini yakni 

terdiri dari wawancara yang dilakukan Camat Uram Jaya, 

Kepala Desa, serta Masyarakat diKecamatan Uram Jaya dan 

pihak-pihak yang terkait dengan objek kajian masalah. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder ialah sumber-sumber yang terkait secara 

langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam 

penelitian ini sumber data sekunder ialah sejumlah data yang 

diperoleh dari buku-buku, literature, artikel, dokumen serta 

berbagai macam perundang-undangan dan sumber-sumber 

lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 

c. Bahan Tersier 

Ialah berbentuk bahan-bahan hukum yang membagikan 

petunjuk atau uraian terhadap bahan hukum primer Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ensiklopedi Islam. 
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I. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 

adalah sebagai berikut : 

a. Teknik Observasi 

Teknik Observasi adalah salah satu tektik pengumpulan data 

kualitatif yang dianjurkan untuk mendapatkan data-data deskriptife. 

Teknik Obsevasi berasal dari kata seration yang berarti 

pengamatan. Teknik obsevasi digunakan untuk memahami pola, 

norma, dan makna perilaku dari informan yang diteliti. Obsevasi 

adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung 

dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan 

diteliti.21 

b. Wawancara 

Wawancara adalah metode wawancara yang paling efektif 

dalam melakukan penelitian lapangan, dianggap efektif karena 

interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk 

menanyakan pribadi responden, fakta yang ada dan pendapat 

maupun persepsi diri responden dan bahkan sama-sama 

responden.22 

 

                                                             
21 Juliana Abdullah, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan 

Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Desa Bentenge Kecamatan Mallaw Kabupaten Maros. Skripsi 

(Makassar : Fak. Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah, 2020), 37 
22 Hastuti, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Pengadilan Negeri 

Watampone (Telaah Hukum Islam). Skripsi (Makassar : Fak. Syariah Dan Hukum UIN Alauddin 

Makassar, 2017), 38 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi serta data dalam wujud tulisan angka serta 

foto yang berbentuk laporan dan penjelasan yang bisa menunjang 

penelitian ini. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan 

informasi setelah itu ditelaah. 

d. Analisis Data 

Setelah data-data yang penulis perlukan terkumpul, maka 

langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang 

penulis gunakan pada penelitian ini yaitu secara deskriptif 

kualitatif, dimana selain mengolah dan menyajikan data peneliti 

juga melakukan analisis data kualitatifnya. Hal ini dimaksud agar 

dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah didapatkan 

dengan berbagai literatur maupun dengan data-data yang telah 

siapkan. 

Dengan metode analisis data inilah peneliti berusaha untuk 

menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan yaitu mendeskripsikan tentang 

Implementasi Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong 

Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, 

Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat diTinjau Dari Siyasah 

Dusturiyah. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Teori Implementasi 

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “implementation”, 

berasal dari kata kerja “to implement”. Menurut Webster’s Dictionary, kata 

to implement berasal dari bahasa Latin “implementum” dari asal kata 

“impere” dan “plere”. Kata “implere” dimaksudkan “to fill up” ; “to fill 

in”, yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan “plere” maksudnya 

“to fill” yaitu mengisi.  

Pertama, to implement dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat); 

melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, to implement dimaksudkan 

“menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan hasil 

yang bersifat praktis terhadap sesuatu”. Ketiga, to implement dimaksudkan 

menyediakan atau melengkapi dengan alat”.   

Jadi secara etimoogis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai 

suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan 

peng-gunaan saran (alat) untuk memperoleh hasil.23 

Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan 

memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis 

keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjuk pada sebuah kegiatan 

                                                             
23   H.Tachjan, Implementasi Kebijakan Publik, (Bandung : Penerbit AIPI, 2006),  23-24. 
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yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-

hasil yang di inginkan oleh para pejabat pemerintah.24 

Menurut pernyataan Grindle, bahwa implementasi merupakan proses 

umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program 

tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan saran 

telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan daana telah siap dan 

disalurkan untuk mencapai sasaran.25 

Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan 

memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis 

keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjuk pada sebuah kegiatan 

yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-

hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. 

Pengertian implementasi di atas jika dikaitkan dengan kebijakan, 

sebenarnya sebuah kebijakan itu hanya dibuat atau dirumuskan dalam suatu 

bentuk positif seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan 

Presiden, ataupun peraturan daerah baik provinsi maupun kabupaten, tidak 

semestinya produk kebijakan sebatas hanya didiamkan dan tidak 

dilakasanakan. Oleh karena itu sebuah implementasi dalam kebijakan 

sangatlah perlu, agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. 

Implementasi kebijakan dapat dikaitkan sebagai suatu bagan dari proses 

mekanisme yang dijalankan. Bertambahnya perhatian terhadap studi 

                                                             
24 Iswinarno Setia Aji, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang 

Penyelenggaraan Hiburan Di Kabupaten Demak (Studi Kasus : Penyelenggaraan Hiburan Karaoke 

Di Kabupaten Demak). Skripsi (Semarang : Fak. Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2019), 14 
25 Haedar Akib, “Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal 

Administrasi Publik”, Volume 1 No. 1 (2010): 2. 
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implementasi kebijakan berhubungan erat dengan kesadaran yang semakin 

tumbuh, bahwa implementasi kebijakan sering dianggap sebagai titik utama 

dari proses kebijakan. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat 

diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), 

yaitu tercapainya atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.26 

B. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang 

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan 

Perlindungaan Masyarakat 

1. Peraturan Daerah 

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang saat 

ini telah terganti menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 1 angka 2 

menyebutkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintahan daeraah dan DPRD menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disebutkan beberapa asas 

pemerintahan daerah, yaitu : Otonomi daerah, Desentralisasi, 

Dekonsentrasi, dan tugas Pembantuan.27 

 

                                                             
26 Iswinanrno Setia Aji, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang 

Penyelenggaraan Hiburan Di Kabupaten Demak (Studi Kasus : Penyelenggaraan Hiburan Karaoke Di 

Kabupaten Demak). Skripsi (Semarang : Fak. Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2019), 14-15. 
27 Imam Mahdi, Hukum Tata Negara Indonesia, (Yogyakarta : Sukses Offset, 2011), 169. 
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a. Otonomi Daerah 

Pemerintah daerah merupakan bentuk penyelenggaraan 

pemerintahan yang ada di daerah. Penyelenggaraan pemerintahan 

daerah ini didasarkan pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa 

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 

provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang 

tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan 

daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Ketentuan ini dapat 

diartikan adanya struktur pembagian wilayah yang wilayah tersebut 

mempunyai pemerintahan tersendiri namun tetap dalam hierarki atau 

jenjang dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi dan 

pemerintahan daerah kabupaten/kota yang kesemuanya berada dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.28 

Otonomi dalam pengertian politik diartikan sebagai hak 

mengatur sendiri kepentingan intern daerah atau organisasinya 

menurut hukum sendiri. Definisi tersebut memberikan pengertian 

bahwa otonomi sendiri berkaitan sebagai bentuk keleluasaan untuk 

mengatur masalah intern tanpa diintervensi oleh pihak lain. Dengan 

kata lain, apabila dikaitkan dengan kata “daerah”, maka otonomi 

daerah sendiri berarti pemerintahan sendiri. Konteks pemerintahan 

sendiri dalam pembahasan otonomi daerah perlu ditempatkan pada 

                                                             
28 Encik Muhammad Fauzan, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jawa Timur : Cita Intras 

Selaras, 2016), 135. 
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koridor yang tepat. Hal ini dikarenakan implementasi kebijakan 

otonomi daerah sendiri bersinggungan erat dengan paradigma sistem 

pemerintahan negara yang dianut. Apakah sistem negara tersebut 

berbentuk kesatuan (unitary state) ataukah negara federal (federal 

state).29 

Istilah otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, autos 

yang berarti “sendiri” dan namous yang berarti “hukum” atau 

“peraturan”. Dengan demikian, otonomi pada dasarnya memuat 

makna kebebasan dan kemandirian. Otonomi daerah berarti 

kebebasan dan kemandirian daerah dalam menentukan langkah-

langkah sendiri. 

Pengertian “otonomi” secara etimologis adalah “berdiri sendiri” 

atau “dengan pemerintahan sendiri”. Sedangkan daerah otonomi 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas 

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian tersebut, dapat 

diketahui bahwa otonomi daerah adalah wewenang/kekuasaan pada 

suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk 

kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari 

ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan kekuasaan termasuk 

                                                             
29 Johan Jasin, Hukum Tata Negara Suatu Pengantar, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2016), 

173. 
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pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi 

adat istiadat daerah lingkungannya. Otonomi daerah memberikan 

keleluasan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangga sendiri yang disesuaikan dengan kondisi dalam daerah 

tersebut. 

Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang No. 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa otonomi daerah adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus 

sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dasar Hukum mengenai Otonomi Daerah 

1. UUD 1945, Pasal 18, 18A, dan 18B 

2. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

3. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat 

dan Pemerintahan Daerah. 

4. Tap MPR No.XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan 

Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan 

Sumber Daya Nasioanal yang Berkeadilan, serta Perimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI. 

5. Tap MPR No.IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan 

dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.30 

 

                                                             
30 Maemunah, Hukum Tata Negara, (Yogyakarta : Deepublish CV Budi Utama, 2018), 250. 
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b. Desentralisasi 

Desentralisasi merupakan bentuk pemindahan tanggung jawab, 

wewenang dan sumber-sumber daya baik personil, pendanaan, dan 

beberapa hal lainnya dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. 

Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan di 

bidang penerimaan anggaran atau keuangan, baik secara administrasi 

maupun pemanfaatannya.31 

Secara etimologi, pengertian desentralisasi, menurut Suradinata, 

berasal dari bahasa latin “de” = lepas dan “centrum”= pusat. Dengan 

demikian desentralisasi secara etimologi berarti melepaskan diri dari 

pusat. Pemahaman terhadap konsep desentralisasi, menurut Carolie, 

pada perkembangan lebih lanjut dibedakan menjadi dua yaitu 

desentralisasi administratif dan desentralisasi politik. Desentralisasi 

administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang 

diberikan kepada pejabat pusat di daerah. Sedangkan desentralisasi 

politik menyangkut delegasi wewenang pembuatan keputusan tertentu 

mengenai sumber-sumber daya yang diberikan kepada badan-badan 

pemerintah regional dan lokal dalam rangka mengurus 

kepentingannya.32 

                                                             
31 Azwar, “Analisis Dinamis Dampak Desenttralisasi Fiskal Terhadap Efisiensi Belanja 

Kesehatan Dan Kesejahteraan : Studi Kasus Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan,” Info Artha  vol.6, 

No.1, (2022) : 52-53. 
32 Rahayu Sulistiowati, “Implementasi Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Pada Daerah 

Otonom Baru (DOB) (Studi di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung)”, 

Sosiohumaniora, Volume 16 No.3 (2014): 271. 
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Smith mengungkapkan bahwa desentralisasi mencakup beberapa 

elemen, yakni : 

1. Desentralisasi memerlukan pembatasan area, yang bisa 

didasarkan pada tiga hal (pola spasial kehidupan sosial dan 

ekonomi, rasa identitas politik, dan efisiensi pelayanan publik 

yaang bisa dilaksanakan). 

2. Dsentralisasi yang meliputi pendelegasian wewenang, baik itu 

kewenangan politik maupun kewenangan biroratis. Sementara itu, 

Hoessein mengungkapkan bahwa desentralisasi mencakup dua 

elemen pokok, yakni pembentukan daerah otonom dan 

penyerahan urusan pemerintaahan kepada daerah otonom 

tersebut.33 

c. Dekonsentrasi 

Dekonsentrasi adalah delegasi kewenangan dari pemerintah 

pusat kepada gubernur sebuah provinsi dan atau pejabat pemerintah 

pusat di provinsi. Dekonsentrasi menurut Parson adalah the sharing of 

power between members of the same ruling group having authority 

respectiveely in different areas of the state. Sementara itu menurut 

Cheema dan Rondinelli, dekosentrasi adalah pengalihan beberapa 

wewenang atas tanggung jawaab administrasi di dalam suatu 

kementrian atau jabatan. Disini tidak ada transfer kewenangan yang 

                                                             
33 Johan Jasin, Hukum Tata Negara Suatu Pengantar, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2016), 

183. 
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nyata, bawahan hanya menjalankan kewenangan atas nama atasannya 

dan bertanggung jawab kepada atasannya. 

Dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas 

dekosentrasi yaitu : 

1. Terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

2. Terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi 

kesenjangan antar daerah; 

3. Terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintahan 

dan antar pemerintahan di daerah; 

4. Teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman 

sosial budaya daerah; 

5. Tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan 

pemerintahan, serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan 

terhadap kepentingan umum masyarakat; dan 

6. Terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan dan sosial 

budaya dalam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.34 

d. Tugas Pembantuan 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah 

dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota 

                                                             
34 Johan Jasin, Hukum Tata Negara Suatu Pengantar, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2016), 

185-186. 
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dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk 

melakanakan tugas tertentu. 

Tujuan diberikannya tugas pembantuan adalah untuk lebih 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan 

serta pelayanan umum kepada masyarakat. Selain itu pemberian tugas 

pembantuan juga untuk bertujuan memperlancar pelaksanaan tugas 

dan  penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan 

pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan 

karakteristiknya. 

Arah pemberian tugas pembantuan menurut Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai 

berikut : 

a. Pemerintah pusat dapat memberi tugas pembantuan kepada 

daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dan Desa; 

b. Pemerintah provinsi dapat memberi tugas pembantuan kepada 

Kabupaten/Kota dan Desa. 

c. Kabupaten dapat memberi tugas pembantuan kepada Desa, 

sedangkan Kota dapat memberi pembantuan kepada Desa apabila 

diwilayah Kota terdapat Desa.35 

 

                                                             
35 Untung Dwi Hananto, Asas Desentralisasi Dan Tugas Pembantuan Dalam Undang-Undang 

No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. 208-209 
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2. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang 

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan 

Perlindungaan Masyarakat 

Peraturan daerah merupakan instrumen penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu pembentukannya 

harus memenuhi standar legal drafting yang dimulai dari tahap 

perencanaan. Perencanaan mengatur mekanisme penyusunan program 

pembentukan peraturan daerah (Propemperda) oleh DPRD dan 

pemerintah daerah dan ditetapkan dalam keputusan DPRD.36 

Pada penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berada di wilayah 

kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-

luasnya umtuk mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan asas 

otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah memiliki hubungan 

dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjalankan urusan 

pemerintahan, termasuk hubungan antara kewenangan, keuangan, 

pelayanan publik, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya 

lainnya.37 

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 

Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat 

Dan Perlindungan Masyarakat dimaksudkan sebagai pedoman bagi 

                                                             
36 Asri Lasatu, “Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah 

Terhadap Kinerja DPRD”, Vol.14 No.2 (2020): 201. 
37 Muhammad Mona adha Dan Dayu Rika Perdana, Hukum Tata Negara, (Yogyakarta : 

Suluh Media, 2021), 159. 
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Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap 

kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat. Peraturan daerah ini juga bertujuan untuk menumbuhkan 

kesadaran masyarakat dalam upaya menciptakan, menjaga, memelihara 

kertertiban, ketentraman dan keteraturan. 

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 

Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat 

Dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas 15 bab dan terdapat 88 pasal 

yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Bab I (satu) terdiri dari 1 pasal yang yang menjelaskan tentang 

ketentuan umum seperti pengertian-pengertian istilah yang terdapat di 

dalam peraturan tersebut. 

b. Bab II (dua) terdiri dari 2 pasal yang menjelaskan tentang maksud dan 

tujuan yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kesatu tentang 

maksud dan bagian kedua tentang tujuan. 

c. Bab III (tiga) terdiri dari 1 pasal yang mejelaskan tentang kewenangan 

penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan 

masyarakat  (hak dan tanggung jawab). 

d. Bab IV (empat) terdiri dari 7 pasal yang menjelaskan tentang 

kewajiban pennyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan 

perlindungan masyarakat. 

e. Bab V (lima) terdiri dari 3 bagian, bagian kesatu terdiri dari 12 

paragragraf sebagai berikut : paragraf 1 terdiri dari 9 pasal yang 

menjelaskan tentang tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai. 

Paragraf 2 terdiri dari 2  pasal yang menjelaskan tentang tertib tata 

ruang, jalur hijau dan tempat umum. Paragraf 3 terdiri dari 4 pasal 

yang menjelaskan tentang tertib sungai, saluran, kolam dan lepas 

pantai. Paragraf 4 terdiri dari 5 pasal yang menjelaskan tentang tetib 

lingkungan dan persampahan. Paragraf 5 terdiri dari 13 pasal yang 

menjelaskan tentang tertib tempat usaha dan usaha tertentu. Paragraf 6 

terdiri dari 3 pasal yang menjelaskan tentang tertib bangunan. 

Paragraf 7 terdiri dari 6 pasal yang menjelaskan tentang tertib sosial. 

Paragraf 8 terdiri dari 3 pasal yang menjelaskan tentang tertib 

kesehatan. Paragraf 9 terdiri dari 4 pasal yang menjelaskan tentang 

tertib tempat hiburan dan keramaian. Paragraf 10 terdiri dari 1 pasal 

yang menjelaskan tentang tertib pelajar dan mahasiswa. Paragraf 11 

terdiri dari 2 pasal yang menjelaskan tentang tertib kerukunan umat 
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beragama. Paragraf 12 terdiri dari 5 pasal yang menjelaskan tentang 

tertib peran serta masyarakat. Bagian kedua terdiri dari 2 pasal yang 

menjelaskan tentang ketentraman masyarakat. Bagian ketiga terdiri 

dari 3 pasal yang terdiri dari 3 pasal yang menjelaskan tentang 

peelindungan masyarakat. 

f. Bab VI (enam) terdiri dari 2 pasal yang menjelaskan tentang 

pembinaan, pengendalian dan pengawasan. 

g. Bab VII (tujuh) terdiri dari 1 pasal yang menjelaskan tentang 

kerjasama dan koordinasi. 

h. Bab VIII (delapan) terdiri dari 2 pasal yang menjelaskan tentang 

pelaporan. 

i. Bab IX (sembilan) terdiri dari 1 pasal yang menjelaskan tentang 

tunjangan khusus. 

j. Bab X (sepuluh) terdiri dari 1 pasal yang menjelaskan tentang 

pendanaan. 

k. Bab XI (sebelas) terdiri dari 1 pasal yang menjelaskan tentang 

ketentuan penyidikan. 

l. Bab XII (dua belas) terdiri dari 1 pasal yang menjelaskan tentang 

sanksi administratif. 

m. Bab XIII (tiga belas) terdiri dari 2 pasal yang menjelaskan tentang 

ketentuan pidana. 

n. Bab XIV (empat belas) terdiri dari 2 pasal yang menjelaskan tentang 

ketentuan lain-lain. 

o. Bab XV (lima belas) terdiri dari 1 pasal yang menjelaskan tentang 

ketentuan penutup. 

Dalam penelitian ini penulis akan fokus mengkaji pada Bab IV yaitu 

tentang kewajiban penyelenggaraan kertiban umum, ketentraman dan 

perlindungan masyarakat yang dijelaskan dalam pasal 9 ayat (1) berisi 

tentang : 

a. Memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan 

segala potensi gangguan yang tidak sesuai dengan norma agama dan 

kesusilaan; 
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b. Memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan 

segala potensi gangguan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah 

dan peraturan pelaksanaannya.38 

C. Siyasah Dusturiyah 

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah 

a. Pengertian Fiqh Siyasah 

Dilihat dari sudut bahasa, fikih berasal dari bahasa faqaha yang 

berarti “memahami” dan “mengerti”. Dalam peristilahan syar’i, ilmu 

fikih dimaksudkan sebagai ilmu yang berbicara tentang hukum-

hukum syar’i amali (praktis) yang penetapannya diupayakan melalui 

pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalilnya yang terperinci 

(al-tafshili). Dalam Al-Qur’an dan Hadis.39 

Al-Ghazali berpendapat bahwa secara literal, fikih (fiqh) 

bermakna al-‘ilm wa al-fahm (ilmu dan pemahaman). Sedangkan 

menurut Taqiyuddin al-Nabhani, secara literal fikih bermakna 

pemahaman (al-fahm). Sementara itu, secara istilah para ulama 

mendefinisikan fikih sebagai berikut : Fikih adalah pengetahuan 

tentang hukum syariat yang  bersifat praktis (‘amaliyyah) yang digali 

dari dalil-dalil yang bersifat rinci (tafshili). Fikih adalah pengetahuan 

yang dihasilkan dari sejumlah hukum syariat yang bersifat cabang 

                                                             
38 Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 20220 
39 Enny Nazrah Pulungan, Fikih Usul Fikih, (Diktat UIN Sumatera Utara, 2017), 1 
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yang digunakan sebagai landasan untuk masalah amal perbuatan dan 

bukan digunakan landasan dalam masalah akidah.40 

Adapun pengertian dari fiqh siyasah, kata siyasah berasal dari 

kata “sasa” yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. 

Siyasah juga dapat diartikan sebagai pemerintahan dan politik, sesuatu 

yang dapat membuat sebuah kebijakan. Fiqh siyasah atau siyasah 

syar’iyah sebuah cabang ilmu yang mempelajari hal ihwal dan 

keterkaitan pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk 

hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang 

kekuasaan yang searah dengan dasar-dasar ajaran atau ruh syariat 

untuk mewujudkan kemaslahatan sebuah umat. Dengan kata lain, fiqh 

siyasah adalah ilmu tata negara yang dalam ilmu agama Islam 

menyusut ke dalam pranata sosial Islam.41 

Fiqh siyasah membahas tentang hubungan antara seseorang 

pemimpin dengan yang dipimpinnya atau antara lembaga-lembaga 

kekuasaan di dalam masyarakat dengan rakyatnya. Oleh karena itu, 

pembahasan fiqh siayasah ini luas sekali, yang meliputi antara lain 

soal : Hak dan Kewajiban Imam, bai’ah, wuzarah ahl al-halli wal-

aqdi, hak dan kewajiban rakyat, kekuasaan peradilan, pengaturan 

orang-orang yang pergi haji, kekuasaan yang berhubungan dengan 

pengaturan ekonomi, fai, ghanimah, jizyah, khaeaj, baitulmal, 

hubungan muslim dan nonmuslim dalam kasus-kasus pidana, 

                                                             
40 Nurhayati, “Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih”, Vol 2, No.2 

(2018), 129. 
41 Syaiful Amri, Fiqih Siyasah, (Diktat UIN Sumatera Utara, 2023) : 1. 
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hubungan Internasional dalam keadaan perang dan damai, perjanjian 

Internasioanal, penyerahan penjahat, perwakilan-perwakilan asing dan 

tamu-tamu asing.42 

Kata siyasat berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Al-

Munjid dan Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan 

memerintah. Siyasat bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau 

membuat kebijaksanaan. Abdul Wahab Khallaf mengutip ungkapan 

Al-Maqrizi menyatakan, arti kata siyasat adalah mengatur. Kata sasa 

sama dengan to govern, to lead. Siyasat sama dengan policy (of 

goverment, corprotion, etc). Jadi siyasah menurut bahasa 

mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, 

memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. 

Artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu 

yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah siyasah.43 

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam 

karangan fiqh siyasah-nya yaitu al-Ahkam al-Sulthaniyyah, maka 

dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai 

berikut: 

a. Siyasah Dusturiyyah; 

b. Siyasah Maliyyah; 

                                                             
42 H.A. Djazuli, Ilmu Fiqh : Pengadilan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam,  

(Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2004), 54. 
43 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,  (Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada, 2002),  22-23. 
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c. Siyasah Qadla’iyyah; 

d. Siyasah Harbiyyah; 

e. Siyasah ‘Idariyyah. 

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyysah, di dalam kitabnya 

yang berjudul al-siyasah al-syar’iyyah, ruang lingkup fiqh siyasah 

adalah sebagai berikut: 

a. Siyasah Qadla’iyyah; 

b. Siyasah ‘Idariyah; 

c. Siyasah Maliyyah; 

d. Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Kharijiyyah. 

Sementara Abd al-Wahhab Khalaf lebih mempersempitnya 

menjadi tiga bidang kasjian saja, yaitu : 

a. Siyasah Qadla’iyyah; 

b. Siyasah Dauliyyah; 

c. Siyasah Maliyyah. 

 Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T.M. Hasbi, 

malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang 

beserta penerangannya, yaitu : 

a. Siyasah Dusturiyah Syar’iyyah (kebijaksanaan tentang peraturan 

perundang-undangan); 
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b. Siyasah Tasyri’iyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan tentang 

penetapan hukum); 

c. Siyasah Qadla’iyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan peradilan); 

d. Siyasah Maliyah Syar’iyyah (kebijakan ekonomi dan moneter); 

e. Siyasah ‘Idariyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan administrasi 

negara); 

f. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar’iyyah 

(kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional); 

g. Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah (politik pelaksanaan undang-

undang); 

h. Siyasah Harbiyyah Syar’iyyah (politik peperangan).44 

2. Siyasah Dusturiyah 

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi. Semula 

artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik 

maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan 

untuk menunjukkan anggota kependekatan (pemuka agama) zoroaster ( 

Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata 

dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. 

Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang mengatur 

dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam 

                                                             
44Siti Mahmadatun, “Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1983 JO. Nomor 45 Tahun 1990”. Jurnal Ilmiah Universitas Islam Indonesia,( 2016): 311-312. 
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sebuah Negara baik yang tidak tertulis (Konvensi) maupun yang tertulis 

(Konstitusi).45 

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas 

masalah perundang-undangaan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara 

lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah 

lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana 

cara perumusan undang-undag, lembaga demokrasi dan syura yang 

merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping 

itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukumdalam siyasah dan 

hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak 

warga negara yang wajib dilindungi.46 

Bidang garap siyasah dusturiyah yang paling mendasar adalah 

membahas dan menetapkan konstitusi negara menjadi satu pegangan 

utama bagi suatu negara dalam Islam. Konstitusi tersebut sering 

dinamakan undang-undang dasar seperti Undang-Undang Dasar 1945 

(UUD 1945) di Indonesia.47 

Dalam pemahaman siyasah dusturiyah yang merupakan bagian dari 

fiqh siyasah, mencakup masalah perundang-undangan dan juga hak umat 

di Negara Islam yang mencakup semua rakyat baik muslim maupun kafir 

                                                             
45M.Edward Rinaldo Dan Hervin Yoki Pradikta, “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam 

Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia”, Vol 1, 

No.1 (2021) : 75. 
46 M.Rizal Ismail, Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 

Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah 

Dusturiyah, Skripsi (Lampung : Fak. Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2021), 17 
47 Media Syari’ah, Wahana Kajian Hukum Islam Pranata Sosial, (Universitas Negeri Islam 

Ar-Raniry, 2017),  241. 
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zimy, baik kaya dan miskin, yang pejabat ataupun bukan. Mereka 

semuanya memiliki hak-hak yang wajib dijamin, dihormati dan 

dilindungi oleh pemerintah. 

Adapun definisi kata-kata imamah ditakrifkan oleh Al-Mawardi 

dengan : Imamah adalah suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk 

mengganti tugas  kenabyan di dalam memelihara agama dan 

mengendalikan dunia‛.48 

Permasalahan yang terdapat dalam fiqh siyasah dusturiyah yakni 

hubungan antara pemimpin di satu pihak lain serta kelembagaan-

kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Oleh sebab itu, didalam 

fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi dengan membahas pengaturan 

dan perundang-udangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari 

segi persesuaian pada prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi 

kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. 

Siyasah dusturiyah mempunyai posisi yang menentukan sebagai 

sumber legitimasi terhadap realitas kekuasaan,dalam siyasah 

dusturiyahdipadukan antara realitas kekuasaan dan idealitas politik yang 

berlaku, sebagaimana dianjurkan oleh syaraiat Islam agar prinsip-prinsip 

politik islami dijadikan ukuran justifikasi dan kepantasan atau kepatutan 

politis yang menyebabkan seseorang berhakmemgang tampuk kekuasaan. 

Siyasah dusturiyah secara umum mempelajari asal-usul negara 

dalam sejarah islam,sejarah perkembangannya,organisasi,fungsi,peranan 

                                                             
48 Jhodi Hady Sofian, Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan 

Cyber Crime Polda Bengkulu Dalam Pembentukan Virtual Police. Skripsi (Bengkulu : Fak. Syariah 

UIN Fatmawati, 2022), 28. 
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dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum peraturan,dan 

kabijaksanaan yang dibuat oleh penguasa,juga mempelajari konsep dan 

teori yang pro dan kontra mengenai politik, negara, dan pemerintahan 

menurut Islam yang memerlukan perlacakan terhadap fakta,peristiwa, 

dan fenomena-fenomena historis dari sudut dan segi,dasar-dasar ajaran 

syariat yang mempengaruhinya di sertai dengan apresiasi dan analisis 

mendalam. 

Kajian siyasah dusturiyah fokusnya lebih pada hubungan pemimpin 

dengan rakyat di negara dan pemerintahan tertentu. Oleh karena 

itu,siyasah dusturiyah dapat di artikan dengan istilah politik 

ketatanegaraan dan pemerintahan dalam Islam.49 

3. Siyasah Tanfiziyyah 

Siyasah Tanfidziyyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang 

membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga 

membahas antara lain pelaksanaan perundang-undangan, konsep-konsep 

konstitusi undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-

undangan suatu negara. Siyasah tanfidziyyah syar’iyyah ini merupakan 

kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi 

Muhammad saw. Fiqh siyasah tanfidziyyah syar’iyyah adalah salah satu 

bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut 

tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.  

                                                             
49 Wina Dwi Setya, Yuridis Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Di Kabupaten 

Tanah Datar Perspektif Siyasay Dusturiyah. Skripsi (Sumatera Barat : Fak. Syariah UIN Mahmud 

Yunus Batusangkar, 2022), 47. 
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Tugas Al-Sulthan Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-

undang Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan 

mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan 

tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang 

berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan 

hubungan sesama negara (hubungan internasional).50 

Kekuasaan eksekutif atau Siyasah Tanfidziyyah (Politik 

Pelaksanaan Perundang-undangan) terdapat beberapa bentuk kekuasaan 

eksekutif yaitu konsep imamah/imam, khilafah/khalifah, Imarah/’amir, 

dan wizarah/wazir. 

a. Imamah/Imam 

Terdapat kesepakatan di kalangan Muslim bahwa eksistensi 

Imamah itu suatu keniscayaan bagi berlangsungnya kehidupan 

masyarakat.Imamah adalah sebuah sistem dan metode untuk 

memahami kenabian, kemuadian ia berubah menjadi warna politis 

kekuasaan. Imamah juga berarti konsep yang terkait dengan 

Kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang Imam. Imamah 

(Kepemimpinan) diperlakukan untuk mencapai tujuan yang 

diciptakan manusia secara bersama-sama. Imamamh dengan otoritas 

politik formalnya, disamping berfugsi sebagai pengaturan hubungan 

yang dibutuhkan. Dalam kehidupan bermasyarakat, juga mengenai 

                                                             
50 Riski Kurniawan, Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Palaksanaan Pasal 86 

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus PT.Budi Starch & 

Sweetener Tbk. Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara). Skripsi (Lampung : Fak. 

Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2022), 24 
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konflik-konflik kepentingan yang timbul diantara mereka. Posisi lain 

tidak seorang Muslim pun yang menolak bahwa Islam aadalah agama 

yang memiliki totalitas ajaran agama Islam mengatur semua persoalan 

kehidupan manusia baik yang berdimensi fertikal maupun horizontal 

dalam spekrum yang sangat luas.51 

b. Khilafah/Khalifah 

Khilafah adalah lembaga pemerintahan dalam Islam yang 

dipimpin oleh penguasa Islam (khalifah, sulthan atau syah). Secara 

bahasa berarti perwakilan, pengganti atau jabatan khalifah. Istilah ini 

berasal kata khalf yang berarti wakil, pengganti atau penguasa. Istilah 

khilafah yang bersinonim dengan imamah (pemerintahan), muncul 

dalam sejarah peradaban Islam sebagai institusi politik. Seseorang 

yang melaksanakan fungsi khilafah disebut khalifah. Bentuk 

jamaknya khulafa atau khalaf. Khalifah berarti orang yang 

menggantikan kedudukan orang lain dan seseorang yang mengambil 

alih tempat orang lain sesudahnya dalam berbagai persoalan. Khalifah 

bisa pula berarti as-Sulthan al-A’zham (kekuasaan paling besar atau 

paling tinggi).52 

c. Imarah/’Amir 

Imarah berasal dari kata “amr” yang artinya perintah, persoalan, 

urusan atau dapat pula dipahami sebagai kekuasaan. Amir adalah 

orang yang memerintah, orang yang menangani persoalan, orang yang 

                                                             
51Hindra Saputra, Konsep Imamah Menurut Al-Mawardi, Skripsi (Sumatera Barat : Fak. 

Syari’ah IAIN Batusangkar, 2021), 14 
52Arifin Zain, “Khilafah Dalam Islam”, Vol.3, No.1 (2019) : 42.  
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mengurus atau penguasa. Itulah sebabnya muncul ungkapan ulama 

dan umara. Umara’ disini merupakan istilah untuk menyebut orang-

orang yang bertindak sebagai pemimpin legal-formal dalam suatu 

negara atau sekumpulan manusia. 

Sementara itu, imarah secara harfiah diartikan sebagai lembaga 

yang memiliki kewenangan memerintahkan sesuatu kepada orang 

lain. Dalam arti istilah, imarah sama dengan imamah dan khilafah. 

Orang yang memegang jabatan imarah ini disebut sebagai amir. 

Kepala negara dalam islam sering juga disebut sebagai “amirul 

mu’minin”. Gelar ini mula-mula dipergunakan oleh Umar bin 

Khathab yang menggantikan Abu Bakar. Kata khalifah tidak 

dipergunakannya untuk menghindari penggandaan penggunaan kata 

khalifah.53 

d. Wizarah/Wazir 

Wizarah merupakan salah satu aspek negara yang membantu 

tugas-tugas kapala negara. Orang yang membantu pelaksanaan tugas 

negara disebut wazir. Sebelum masa Bani Abbas, wizarah memang 

ada, namun belum terlembaga. Pada masa Bani Abbas, dibawah 

pengaruh budaya Persia, wazir ini mulai dilembagakan. Pada masa 

pemerintahan al-Saffah, wazir yang diangkatnya adalah Abu Salamah 

al-Khallal bin Sulaiman al-Hamadzani. Wazir menjabat sebagai 

tangan kanan khalifah. Dia menjalankan urusan negara atas nama 

                                                             
53 Moch.Fachruroji, “Trilogi Kepemimpinan Islam : Analisis Teoritik terhadap Konsep 

Khilafah, Imamah dan Imarah”, Jurnal Ilmu Dakwah UIN Bandung,( 2008) : 301. 
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khalifah. Ia berhak mengangkat dan dan memberhentikan pagawai 

pemerintah, kepala daerah, bahkan hakim. Wazir juga berperan dalam 

mengkoordinasikan departemen (Diwan), seperti Departemen Pajak 

(Diwan al-Kharaj), Departemen Pertahanan (Diwan al-Jaisy), dan 

Departemen Keuangan (Diwan Bayt al-Mal).54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
54 Masyrofah Dan Gilang Rizki Aji Putra, “Pandangan Imam Al-Mawardi tentang Wizarah 

dan Kedudukan Wazir”, Vol,  No.3 (2022) :  48. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM 

A. Kabupaten Lebong 

1. Aspek Geografis 

Secara geografis Kabupaten Lebong adalah salah satu Kabupaten di 

Provinsi Bengkulu dengan Ibukota Kabupaten Lebong adalah Tubei, 

berjarak sekitar 120 km dari Ibukota Provinsi Bengkulu. 

Luas wilayah Kabupaten Lebong kurang lebih 1.665,28 km2 dan 

termasuk Kabupaten terluas ketiga setelah Kabupaten Bengkulu Utara 

(4,424.60 km2) dan Kabupaten muko-muko (4,036.70 km2). Luas 

tersebut terbagi menjadi 12 Kecamatan, dengan topografi hamparan yang 

bervariasi, mulai dari mulai dari lembah, bukit, dan pegunungan. 

Kecamatan di Kabupaten Lebong yang memiliki wilayah terluas adalah 

Kecamatan Pinang Belapis (608.01 km2 atau 36.51 persen) sedangkan 

kecamatan dengan luas paling kecil adalah Kecamatan Amen (17.28 km2 

atau 1.04 persen), sedangkan sisanya tersebar pada 10 (sepuluh) 

Kecamatan lainnya. Luas wilayah tersebut berdasarkan hasil analisis 

spasial tata guna tanah yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan 

Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong tahun 2017. 

Tabel 3.1 

Luas Daerah Menurut Kecamatan (%), 2022 

 

No Kecamatan Luas (Km2) Persentase 

(100%) 

Jumlah 

Kelurahan/Desa 

1. Amen 17,28 1,04 10 

2. Bingin Kuning 86,89 5,22 9 
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3. Lebong Atas 36,00 2,16 6 

4. Lebong Sakti 88,69 5,33 9 

5. Lebong Selatan 211,69 12,7 10 

6. Lebong 

Tengah 

70,97 4,26 11 

7. Lebong Utara 32,10 1,93 12 

8. Pinang Belapis 608,01 36,51 8 

9. Rimbo 

Pengadang 

85,71 5,15 6 

10. Topos 344,28 20,67 8 

11. Tubei 40,71 2,44 8 

12 Uram Jaya 42,95 2,58 7 

Sumber : Kabupaten Lebong Dalam Angka Lebong Regerency In Figures 2021 

(Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong) Tahun 2022. 

 

Penduduk Kabupaten Lebong pada tahun 2022 mencapai 106.767 

jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk kabupaten Lebong pada tahun 2022 

sebesar 105. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk 

perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki 

Tabel 3.2 

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 

di Kabupaten Lebong, 2022 

 

Kelompok 

Umur 

Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-Laki Perempuan 

0-4 4 609 4 368 8 977 

5-9 4 453 4 270 8 723 

10-14 4 352 4 096 8 448 

15-19 4 707 4 439 9 146 

20-24 4 713 4 378 9 091 

25-29 4 557 4 289 8 846 
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30-34 4 472 4 080 8 552 

35-39 4 212 3 870 8 082 

40-44 3 845 3 700 7 545 

45-49 3 712 3 479 7 191 

50-54 3 114 3 054 6 168 

55-59 2 765 2 558 5 323 

60-64 2 136 2 149 4 285 

65-69 1 606 1 610 3 216 

70-74 881 1 013 1 894 

75+ 683 1 078 1 761 

Lebong 54 817 52 432 107 248 

 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong Tahun 2022. 

2. Aspek Topografi  

Secara topografi Kabupaten Lebong yang di dominasi oleh wilayah 

perbukitan yang berada pada ketinggian 500-1.000 meter diatas 

permukaan laut (mdpl). Dengan suhu yang rata-rata tiap bulannya 28.66o 

C55. Kabupaten Lebong merupakan kabupaten konservasi. Kawasan 

konservasi dengan peruntukkan untuk Kawasan Taman Nasional Kerinci 

Sebelat 111. 035,00 Ha, Hutan Lindung 20.777,40 Ha. Dengan sekitar 70 

% wilayahnya adalah kawasan konservasi.56 

Kabupaten ini secara astronomis terletak pada 1050-1080 Bujur 

Timur dan 020, 65’-030,60’ Lintang Selatan di sepanjang Bukit Barisan 

serta terklasifikasi sebagai daerah perbukitan dengan ketinggian 500-

                                                             
55 Badan Statistik Kabupaten Lebong, “Kabupaten Lebong Dalam Angka, Lebong Regerency 

in Figures 2023”, (Lebong : Percetakan Negara Republik Indonesia, 2021), 3-6 
56 Sunoto Dan Berthan Lin Esti Indraswanti, “Analisis Pembangunan Ekonomi Daerah 

Dalam Perspektif Potensi Sumber Daya : Studi Kasus Kabupaten Lebong Sebagai Kabupaten 

Konservasi”, Vol.3, No.2 (2021) : 147-148  
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1.000 dpl. Ketampakan alam utama kabupaten ini adalah luak Lebong, 

sebuah lembah pada aliran sungai ketahun, sungai penting yang berhulu 

di daerah Topos dan mengalir ke barat hingga bermuara di daerah Pasar 

Ketahun Bengkulu Utara. Luak Lebong dikelilingi oleh puncak-puncak 

Bukit Barisan di kedua sisinya, masing-masing memisahkan daerah ini 

dari daratan rendah di Bengkulu Utara dan Musirawas Utara. 

Batas Wilayah, Kabupaten Lebong berbatasan dengan daerah-

daerah sebagai berikut :57 

Tabel 3.3 

Batas Wilayah Kabupaten 

 

NO                                  Batasan Wilayah Kabupaten 

1. Sebelah Utara Kabupaten : Merangin dan Sarolangun, Jambi 

2. Sebelah Timur Kabupaten : Musi Rawas Utara, Sumatera 

Selatan 

3. Sebelah Selatan Kabupaten : Rejang Lebong dan Bengkulu 

Utara 

4. Sebelah Barat Kabupaten : Bengkulu Utara 

Sumber Data : Kabupaten Lebong Dalam Angka Tahun 2019 (Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Lebong) Tahun 2022. 

Lebong itu diambil dari kata telebong yang artinya berkumpul. 

Telebong itu adalah bahasa Rejang. Lambang Kabupaten Lebong terdiri 

dari bintang, gunung, padi, kopi, dan nampan sirih. Berdasarkan lambang 

Kabupatennya, daerah ini terletak di pegunungan, sumber mata 

pencahariannya adalah pertanian dan perkebunan, sedangkan nampan 

sirih merupakan simbol kebudayaan yang tinggi. 

                                                             
57 Badan Statistik Kabupaten Lebong, “Kabupaten Lebong Dalam Angka, Lebong Regerency 

in Figures 2019”, (Lebong : Percetakan Negara Republik Indonesia, 2019), 3 
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Moto Kabupaten Lebong adalah Swarang Patang Stumang, artinya 

suku Rejang sangat mendambakan persatuan dan kesatuan, rasa senasib 

sepenanggungan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, pahit sama-

sama dibuang, manis sama-sama dimakan.58 

Sebagian besar wilayah Kabupaten Lebong memiliki topografi 

hamparan yang bervariasi, mulai dari bukit-bukit sampai pegunungan dan 

di dominasi oleh pegunungan yang terbentang dari utara ke selatan serta 

terklasifikasi sebagai daerah bukit pada ketinggian 500-1000 meter diatas 

permukaan laut (mdpl). Sebesar 58,80 persen wilyah Kabupaten Lebong 

berada pada ketinggian 500-1000 mdpl, 33,44 persen berada pada 1000-

1500 mdpl, dan sisanya 7,76 pada 0-500 mdpl. 

B. Kecamatan Uram Jaya 

Kecamatan Uram Jaya merupakan salah satu kecamatan pemekaran di 

Kabupaten Lebong. Berdiri sejak tahun 2007 berdasarkan Keputusan 

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong. Kecamatan ini merupakan hasil 

pemekaran dari kecamatan Lebong Utara, sejak itu Kecamatan Uram Jaya 

telah menjadi kecamatan yang definitif. Secara geografis, Kecamatan Uram 

Jaya adalah daerah hamparan persawahan dan perumahan penduduk dan 

perbukitan yang mempunyai kawasan hutan menurut statusnya merupakan 

Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS). 

 

                                                             
58 Ira Diana, “Mengenal Rumah Adat Lebong”, (Jakarta Timur : Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018), 7-12 
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Secara administratif Kecamatan Uram Jaya berbatasan dengan : 

Tabel 3.4 

Batas Wilayah Kecamatan 

 

NO                                  Batasan Wilayah Kecamatan 

1. Sebelah Utara Kecamatan Pinang Belapis dan Provinsi 

Jambi 

2. Sebelah Timur Kecamatan Amen 

3. Sebelah Selatan Kecamatan Lebong Utara 

4. Sebelah Barat Kecamatan Lebong Sakti 

Sumber Data : Kabupaten Lebong Dalam Angka Tahun 2021 (Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Lebong) Tahun 2021. 

 

1. Sejarah Singkat dan Pembentukan Kecamatan Uram Jaya  

Uram jaya dikenal dengan dalam bahasa Rejang sebagai U’em, 

adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lebong Bengkulu, Indonesia. 

Kecamatan ini dibentuk awalnya merupakan bagian dari Lebong 

Utara. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebong 

Nomor 7 Tahun 2007, Uram Jaya resmi dimekarkan sebagai 

kecamatan baru, terpisah dari Lebong Utara. 

2. Kondisi Umum Kecamatan 

a. Peta Kecamatan Uram Jaya 
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Gambar 1.1 

Sketsa Peta Wilayah Kecamatan Uram Jaya 

 

b. Batas Wilayah 

Sebelah Timur : Kecamatan Pinang Belapis dan Provinsi Jambi 

Sebelah Utara : Kecamatan Amen 

Sebelah Barat : Kecamatan Lebong Utara 

Sebelah Selatan : Kecamatan Lebong Sakti 

c. Luas Wilayah 

Data Kecamatan Uram Jaya tahun 2020 memiliki wilayah 

seluas 42,95 km2 atau 2,59 persen dari luas Kabupaten Lebong 

yang terbagi ke dalam 7 Desa. Jika dibandingkan dengan 

kecamatan lain yang ada di Kabupaten Lebong, Kecamatan Uram 

Jaya merupakan Kecamatan yang memiliki wilayah yang tidak 

begitu luas dibandingkan dengan Kecamatan Pinang Belapis. 

Namun untuk luas masing-masing Kelurahan/Desa belum ada 
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batasan wilayah secara faktual baik dari kecamatan maupun dari 

Bdan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong. 

d. Keadaan Topografi 

Topografi kecamatan ini cenderung datar dan rata, kecuali 

bagian timurnya bergunung-gunung, yang merupakan bagian dari 

rangkaian Bukit Baarisan dan berbatasan langsung dengan Taman 

Nasional Kerinci Sebelat. 

3. Sumber Daya Manusia 

1. Data Penduduk Kecamatan Uram Jaya 

Tabel 3.5 

Data Penduduk Kecamatan Uram Jaya 

 

No. Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-Laki Perempuan 

1. 2.773 Jiwa 2.664 Jiwa 5.437 Jiwa 

   Sumber : Badan Statistik Kabupaten Lebong Tahun 2020 

Tahun 2020, BPS menyelenggarakan sensus penduduk. 

Adapun hasil dari sensus penduduk 2020 jumlah penduduk 

Kecamatan Uram Jaya  

sebanyak 5.438 jiwa. Jumlah penduduk Kecamatan Uram 

Jaya ini merupakan jumlah penduduk terkecil di Kabupaten 

Lebong. Persentase penduduk di Kecamatan Uram Jaya adalah 

5,12 persen dari total penduduk  Kabupaten Lebong. 

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin hasil sensus 

penduduk adalah sebanyak 2.773 jiwa penduduk lakiki dan 
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jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.664 jiwa. Adapun rasio 

jenis kelamin adalah 102. Artinya penduduk laki-laki lebih 

banyak dibandingkan dengan perempuan, dengan perbandingan 

yaitu setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk 

laki-laki. 

2. Ketenagakerjaan 

Tenaga kerja merupakan Penduduk yang berada dalam usia 

kerja. Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 BAB 1 

Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang 

yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan 

atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 

masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan 

menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. 

Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15-64 

tahun. Oleh karena itu, setiap orang yang mampu berkerja disebut 

sebagai tenaga kerja. Usia 15-64 tahun juga disebut usia produktif 

dimana pada usia ini merupakan sumber tenaga kerja yang dapat 

dimanfaatkan sebagai penggerak roda pembangunan. 

Sektor pertanian sebagai penyumbang tertinggi langsung 

usaha yakni pada usaha pertanian padi sawah, perkebunan kopi 

dan karet, baik yang bekerja atas usaha sendiri , bekerja dibantu 

orang lain, atau hanya pekerja bebas. Namun untuk sektor 

pertanian padi khususnya sawah merupakan penyumbang 
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pekerjaan utama hamper setiap tahun. Setelah itu baru disektor 

perikanan budidaya ikan di sawah. 

Tabel 3.6 

Lapangan Usaha Sebagian Besar Penduduk 

Menurut Kelurahan/Desa Di Kecamatan Uram Jaya, 2020 

NO. Nama Desa Pertanian Non Pertanian 

1. Embong Padi Sawah/Kopi Perdagangan/Pertambangan 

Pasir 

2. Embong Satu Padi Sawah/Kopi Perdagangan/Pertambangan 

Pasir 

3. Kota Baru Padi Sawah/Kopi Perdagangan/Pertambangan 

Pasir 

4. Kota Agung Padi Sawah/Kopi Perdagangan/Pertambangan 

Pasir 

5. Tangua Padi Sawah/Kopi Perdagangan/Pertambangan 

Pasir 

6. Pangkalan Padi Sawah/Kopi Perdagangan 

7. Lemeu Padi Sawah/Kopi Perdagangan/Pertambangan 

Pasir 

Sumber : Kecamatan Uram Jaya Dalam Angka Tahun 2022 (Badan Statistik 

Kabupaten Lebong). 

3. Pemerintahan 

Untuk menunjang jalannya roda pemerintahan, di 

Kecamatan Uram Jaya sudah berdiri kantor kecamatan yang 

terletak di Desa Tangua. Hal ini menjadikan Desa Tangua sebagai 

ibukota kecamatan. Secara umum, desa-desa yang ada di 

Kecamatan Uram Jaya berada berada cukup dekat dari pusat 

pemerintahan kecamatan (kantor camat). Desa yang mempunyai 

jarak paling jauh untuk sampai ke kantor Camat Uram Jaya adalah 

Desa Embong dengan jarak sepanjang kurang lebih 3 km yang 
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sebagian diakses dengan sepeda motor. Desa Paangkalan dan Desa 

Kota Agung merupakan desa-desa yang cukup dekat jaraknya 

untuk sampai ke Kantor Camat Uram Jaya, yaitu masing-masing 

kurang lebih 0,5 km. 
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Struktur Organisasi Kecamatan Uram Jaya 
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STAF TKK 

DIAWI DARTI 

STAF TKK 

SITI HAWA 

STAF 

ROSY EKA PUTRA 

STAF TKK 

SAYUTI 

VANHOUTEN 

STAF 

SUCIPTO 

HARTONO 

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

KASI 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

CANDRA JAYA, S.Sos 

 

KASI 

KETENTRAMAN 

DAN KETERTIBAN 

ERIZAL, S.Ip 

KASI 

PEREKONOMIAN 

DAN PERKEBUNAN 

HENDRI DUNAN, S.E 

KASI 

PEMERINTAHAN 

SRI EROZA, S.Sos 

PLKB KEC. URAM 

JAYA 

STAF 

YOHANES 

STAF TKK 

DEWI HARTATI 

STAF 

ETTY HERYANTI 

 

STAF TKK 

WIRA YOSEPA 

STAF TKK 

RIO ADWAD 

STAF 

BANGUN JAYA 

STAF TKK 

MELISA 

PURNAMA 

STAF 

ELPAN JOHARDI 
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4. Keadaan Struktur Sosial, Kultur dan Budaya Masyarakat 

Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong. 

Penduduk asli Uram Jaya berasal dari suku bangsa Rejang, 

khusunya dari pecahan Petulai Tubei, Marga Suku IX. Mereka 

mempercayai bahwa Demong Salim adalah sosok leluhur yang 

menurunkan mereka. Demong Salim sendiri adalah salah satu 

keturunan laki-laki dari sosok legenda Rejang yang terkenal, Ki 

Karang Nio. Bahasa asli yang diturunkan masyarakat adalah 

bahasa Rejang dialek Lebong. Selain itu, masyarakat juga bertutur 

dengan pendatang menggunakan bahasa Melayu yang merupakan 

lingua franca kawasan Bengkulu.  

 

Tabel 3.7 

Data Pesta Malam Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong 

No. Nama 

Pelaksana 

Desa Waktu Jumlah Waria 

Yang Hadir 

1. Indra Ramadhan Kota Baru 26 April 

2023 

9 Orang 

2. Ferdy Anderi Tangua 30 April 

2023 

11 Orang 

3. Helis Santika Pangkalan 2 Mei 2023 9 Orang 

4. Vivit Kota Baru 7 Mei 2023 8 Orang 

5. Suparman Embong 13 Mei 2023 7 Orang 

6 Danu Wanerin Kota 

Agung 

17 Mei 2023 9 Orang 

7. Faizal Putra Tangua 23 Mei 2023 11 Orang 

8. Wahyu Eko Embong I 27 Mei 2023 9 Orang 
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Setiadi 

9. Dwi Iskawati Tangua 4 Juni 2023 10 Orang 

10. Khairunnisa Lemeu 13 Juni 2023 5 Orang 

11. Muhammad Ery 

Supria 

Kota 

Agung 

19 Juni 2023 8 Orang 

12. Marsono Pangkalan 26 Juni 2023 9 Orang 

13. Siti Aisyah 

Everta 

Embong I 1 Juli 2023 10 Orang 

14. Muhaji Kota 

Agung 

4 Juli 2023 9 Orang 

15. Syahrani Tangua 11 Juli 2023 7 Orang 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Pemahaman Masyarakat Tentang Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten 

Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban 

Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat 

Peraturan Daerah atau yang biasa di singkat Perda adalah suatu hasil 

dari kinerja pemerintahan yang diharapkan dapat mensejahterakan 

masyarakat, karena melalui Perdalah pemerintah dapat menerapkan kebijakan 

yang sudah dirancang dan disahkan sebelumnyat. 

Masyarakat adalah faktor utama berjalan atau tidaknya suatu peraturan 

daerah, seperti kita ketahui bahwa pendidikan masyarakat di Negara 

Indonesia belum merata dan tentu saja dari hal tersebut tersebut membuat 

tingkat intelektualitas masyarakat berbeda-beda dan membuat masyarakat 

belum begitu banyak yang mengerti tentang Peraturan Daerah yang 

diterapkan oleh Pemerintah. Hal itu juga menimbulkan banyaknya 

masyarakat yang acuh bahkan tidak mengetahui tentang Peraturan Daerah 

yang dibuat oleh Pemerintah. 

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 

Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan 

Perlindungan Masyarakat. Kesadaran, pengetahuan dan pemahaman 

masyarakat menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap penerapan 

Peraturan Daerah ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Warles 
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Fery, S.E Selaku sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) 

Kabupaten Lebong, ia mengatakan : 

“Kesadaran dan pemahaman masyarakat kita yang sangat minim sekali, 

padahal kesadaran masyarakat ini lah yang sangat berpengaruh dan 

berdampak  besar terhadap pelaksanaan Peraturan daerah ini dan juga 

pelakunya adalah masyarakat itu sendiri.”59 

 

Berdasarkan wawancara diatas bahwa kesadaran dan pemahaman 

masyarakat mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 

2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat 

Dan Perlindungan Masyarakat sangat berpengaruh dalam berjalannya 

Peraturan Daerah tersebut. Karena bagaimanapun juga masayarakatlah yang 

mejadi objeknya.  

Penulis juga mewawancarai beberapa masyarakat terkait pemahaman 

mereka mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 

Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan 

Perlindungan Masyarakat tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Bapak 

Suhardi, ia mengatakan bahawa : 

“Kami sebagai masyarakat tidak tahu mengenai peraturan yang 

dijelaskan oleh adek sendiri, karena dari pihak pemerintah pun tidak pernah 

memberi tahu mengenai hal ini begitupun dengan pemerintahan Desa dan 

kami beranggapan mengenai pesta malam itu hanya sebagai perayaan 

sekaligus hiburan saja untuk masyarakat.”60 

 

Dan disampaikan juga oleh masyarakat lainnya saat diwawancarai 

mengenai pemahaman mereka tentang Peraturan Daerah tersebut. 

Disampaikan oleh Bapak Karnedi ia mengatakan bahwa : 

                                                             
59 Warles Fery, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong, Wawancara, di 

Kantor Satpol PP Kabupaten Lebong, Hari Jum’at, Tanggal 14 Juli 2023, Pukul 11:00 Wib 
60 Suhardi, Masyarakat, Wawancara, di Kediaman Bapak Suhardi, Hari Minggu, Tanggal 16 

Juli 2023, Pukul 16:00 Wib 



61 
 

 
 

“Memang benar yang disampaikan oleh Bapak Suhardi itu, bahwa dari 

pihak pemerintah daerah memang sama sekali tidak pernah memberitahu 

kami mengenai Peraturan Daerah seperti yang adek jelaskan ini,  misalkan 

melakukan sosialisasi kepada kami pihak masyarakat atau sekedar 

pemberitahuan dan himbauan kepada kami itu tidak pernah sama sekali, jadi 

kami pihak masyarakat ini tidak tahu mengenai Peraturan Daerah itu.”61 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas berarti Pemerintah Daerah tidak 

pernah melakukan sosialsisasi mengenai Peraturan Daerah tersebut kepada 

masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Uram Jaya, itulah yang 

menjadi penyebab ketidakpahaman dan ketidaktahuan masyarakat mengenai 

Perda tersebut. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi merupakan 

pelaksanaan atau penerapan.62 Untuk pengambilan data yang valid atau data 

yang real maka penulis mengambil responden berjumlah 15 orang yang 

terbagi menjadi 1 orang dari pemerintah daerah, 3 orang dari satuan polisi 

pamong praja, 1 dari organ tunggal, 5 orang masyarakat. Pada Hakekat 

Implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap 

yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan 

yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Kajian implementasi 

merupakan proses merubah gagasan atau program mengenai tindakan dan 

bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut.63 

                                                             
61 Karnedi, Masyarakat, Wawancara, di Kediaman Bapak Suhardi, Hari Minggu, Tanggal 16 

Juli 2023, Pukul 16:20 Wib 

 
62 Wisnu Amri Hidayat, Makna Kata Implementasi dalam KBBI dan Menurut Para Ahli 

Bahasa Dan Ahli Politik, Yogyakarta, 2022.  

https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-703966604/makna-kata-implementasi-dalam-

kbbi-dan-menurut-pendapat-para-ahli-bahasa-dan-ahli-politik 
63 Neti Sunarti, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanaakan Program 

Pembangunan” Modern dan Demokratis, no. 2 (2016) : 790. 
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Dalam implementasi atau penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 

2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Dan 

Perlindungan Masyarakat yang menitikfokuskan pada permasalahan 

Penyelenggaraan Pesta Malam Pada Perayaan Pernikahan yang Melibatkan 

Waria Di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong ini maka ada dua subjek 

yang menjadi titik fokus peneliti dalam pembahasan ini, yaitu yang pertama 

Implementasi oleh pemerintah daerah dan yang kedua yaitu Implemetasi oleh 

masyarakat. 

1. Implementasi Oleh Pemerintah Daerah 

Berkenaan    dengan    pelayanan umum  oleh  aparatur  pemerintah  

kepada masyarakat,   pada   pasal   3   Undang-undang Nomor : 43 tahun 

1999, tentang kedudukan pegawai negeri sipil sebagai aparatur  

pemerintah,  abdi  negara  dan abdi    masyarakat,    dikatakan    bahwa 

pegawai  negeri  berkedudukan  sebagai unsur   aparatur   negera   yang   

bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat   secara   

profesional,   jujur, adil  dan  merata  dalam  penyelenggaraan tugs 

negara, pemerintah dan pembangunan.  Hal  ini  jelas  disebutkan bahwa    

pegawai    negeri    memberikan pelayanan   masyarakat   dan   menjamin 

kelancaran dan keterpaduan tugas dalam hal pelaksanaan fungsi 

penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem administrasi negara yang 

handal, profesional,  efisien  dan  efektif,  dimana ruang lingkup 

pelayanan publik diberikan   oleh   aparatur   pemerintahan meliputi hal-
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hal yaitu melayani, mengayomi dan menumbuhkan prakarsa  serta  peran  

aktif  masyarakat dalam pembangunan. 

Dalam  sistem  pemerintahan  di Indonesia, kecamatan merupakan 

wilayah administrasi dibawah pemerintahanKabupaten/Kota. Kecamatan  

terdiri  dari  desa-desa  atau kelurahan-kelurahan.Kecamatan dipimpin   

oleh   seorang   camat    yang dilantik    oleh    bupati/walikota    yang 

merupakan perangkat daerah kabupaten/kota.Camat berkedudukan 

sebagai koordinator    penyelenggaraan pemerintahan   di wilayah   

kecamatan, berada  dibawah  dan  bertanggung  jawab kepada 

bupati/walikota. Camat diusulkan   melalui   Sekretaris   Daerah 

Kabupaten/Kota. Camat merupakan pegawai     negeri     sipil     yang     

telah memenuhi   persyaratan   baik   dari   segi kepangkatan  maupun  

komptensi. Tugas camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintah 

yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan karakteristik 

wilayah dan kebutuhan daerah serta menyelenggarakan kegiatan 

pemerintahan     terutama     dalam     hal pelayanan  umum  berdasarkan  

peraturan perundang-undangan yang berlaku.64 

Dan yang menjalankan serta yang yang memiliki kewenangan 

dalam penertiban Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 ini ialah dari 

pihak Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-

PP), yang bagaimana kewenangan dari Satuan Polisis Pamong Praja 

(Satpol-PP) dalam Peraturan Daerah ini ialah pada bab XI tentang 

                                                             
64 Julen Golla, et all, “Kinerja Pemerintah Kecamatan Dalam Memberikan Pelayanan Publik 

Di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat”, Vol.1, No.1 (2018) : 2. 
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ketentuan penyidikan ayat (1) Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat  

Dalam kabupaten Lebong meliputi :  

1. Menerima, mencari, mengumpulkan data meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang ketertiban 

umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat ; 

2. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 

sehubungan dengan ketertiban umum dan perlindungan 

masyarakat; 

3. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 

badan tentang sehubungan dengan tindakan pidana ketentraman, 

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ; 

4. Memeriksa buku catatan, dokumen lain yang berkenaan dengan 

tindak pidana ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan 

masyarakat ; 

5. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti 

pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan 

penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; 

6. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum, ketentraman 

dan perlindungan masyarakat ; 
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7. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan 

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung 

dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang 

dibawa ; 

8. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 

ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat ; 

9. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 

sebagai tersangka atau saksi ; 

10. Menghentikan penyidikan dan melakukan tindakan lain yang perlu 

kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum, 

ketentraman dan perlindungan masyarakat ; dan 

11. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi berjalan atau 

tidaknya Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan 

Masyarakat mengenai permasalahan Penyelenggaraan Pesta Malam Pada 

Perayaan Pernikahan yang Melibatkan Waria Di Kecamatan Uram Jaya 

Kabupaten Lebong ini, yaitu ada faktor pendukung dan faktor 

penghambat.  

a. Faktor Pendukung 

Faktor adalah hal keadaan, peristiwa yang ikut menyebabkan 

memengaruhi terjadinya sesuatu. Pengertian dari faktor pendukung 

adalah sesuatu yang sifatnya membantu agar berjalannya suatu 
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peraturan yang diterapkan. Berikut beberapa informan yang 

ditanyakan pada saat di wawancarai apa saja yang menjadi faktor 

Pendukung Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 

2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan 

Perlindungan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pesta Malam 

Pada Perayaan Pernikahan yang Melibatkan Waria Di Kecamatan 

Uram Jaya Kabupaten Lebong. 

Selanjutnya apabila banyak yang menjadi faktor pendukung 

dalam tertibnya Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Perlindungan 

Masyarakat akan menjadi mudah dalam berjalannya Peraturan 

Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang 

Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat ini. 

Seperti yang dilakukan oleh Ibu Zeka Eliya, S.H selaku 

PNS/JF.Analisis Hukum Ahli Muda bagian Hukum di Kantor 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong saat diwawancarai 

mengenai apa yang menjadi faktor pendukung bagi pemerintah 

dalam menjalankan Peraturan Daerah kabupaten Lebong Nomor 3 

Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat 

Dan Perlindungan Masyarakat  mengenai Permasalahan 

Penyelenggaraan Pesta Malam Pada Perayaan Pernikahan yang 

Melibatkan Waria diKecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong ini 

ia mengatakan ; 

“Tentunya yang menjadi faktor pendukung bagi Pemerintah 

dalam penerapan peraturan daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 
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Tahun 2020 ini yaitu, terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten 

Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, 

Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat yang menjadi dampak 

positif apabila terimplementaasikan peraturan daerah Nomor 3 

Tahun 2020 ini.”65 

 

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 ini 

dapat mewujudkan Kabupaten Lebong yang tertib serta 

menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi masyarakat, 

disampaikan kembali oleh Ibu  Zeka Eliya, S.H, ia mengatakan : 

“Kami sangat mendukung dengan adanya Perda ini, selaku 

dari pihak Pemerintah hal yang kami lakukan yaitu 

mengkoordinasikan serta memberikan himbauan kepada pihak 

yang berwenang yaitu pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-

PP) untuk menjalankan tugasnya serta menindak lanjuti jika ada 

pelanggaran yang terjadi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten 

Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, 

Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat terssebut.”66 

 

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan 

bahwasannya ada juga yang menjadi faktor pendukung berjalannya 

Peraturan Daerah ini dari pihak Pemerintah dalam menerapkan 

Peraturan daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang 

Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan 

Masyarakat ini untuk di sosialisasikan kepada masyarakat agar 

masyarakat bisa menaati Peraturan daerah tersebut.  

Dan disampaikan juga oleh salah satu masyarakat yang 

mendukung ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lebong 

Nomor 3 Tahun 2020 ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Edi 

                                                             
65 Zeka Eliya, PNS/JF.Analisis Hukum Ahli Muda bagian Hukum, Wawancara, di Kantor 

Pemerintah Daerah, Hari Senin, Tanggal 17 Juli 2023,  Pukul 14:00  Wib 
66 Zeka Eliya, PNS/JF.Analisis Hukum Ahli Muda bagian Hukum, Wawancara, di Kantor 

Pemerintah Daerah, Hari Senin, Tanggal 17 Juli 2023,  Pukul 14:30  Wib 
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Juanda Selaku Masyarakat Desa Lemeu Kecamatan Uram Jaya, ia 

mengatakan bahwa ; 

”Saya sangat mendukung ditetapkannya Perda ini, 

dikarenakan memang masih banyak dan masih sering terjadinya 

Perayaan Pesta Pernikahan yang Melibatkan Waria tersebut. Saya 

sangat setuju dengan adanya Perda tersebut juga karena Perayaan 

Pesta Pernikahan yang Melibatkan Waria ini sangat mengganggu 

Ketentraman bagi kami yang tempat tinggalnya dekat dengan 

lokasi tersebut, dan juga para waria ini mulai beraksi itu ditengah 

malam, mulai dari jam 12:00-03:00 Wib, oleh sebab itu saya 

katakan sangat mengganggu karena pada jam tersebut merupakan 

waktu kami untuk istirahat. Selain itu juga para waria tersebut 

sebelum melakukan pesta pasti mereka meminum minuman 

beralkohol dan kami terganggu itu disaat keesokan harinya banyak 

bau-bau tak sedap dan juga sampah bekas minuman beralkohol 

berserak disekitar pekarangan rumah, itulah sebabnya kami sangat 

setuju dengan adanya Perda ini. Jika Perda ini di taati maka 

kemungkinan kecil untuk terjadinya pesta malam yang tidak sesuai 

dengan ajaran kita.”67 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa 

mereka sangat mendukung dengan adannya Peraturan Daerah 

Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban 

Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Maasyarakat 

hanya saja dalam pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan 

yang diinginkan pemerintah dikarenakan masih banyak yang 

menjadi faktor penghambat dalam pengimplementasian Peraturan 

Daerah tersebut. 

b. Faktor Penghambat 

Dilihat dari pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban 

                                                             
67 Edi Juanda, Masyarakat, Wawancara, di Kediaman Bapak Edi Juanda, Hari Minggu, 

Tanggal 16  Juli 2023, Pukul 19:00 Wib 
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Umum, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat yang sampai 

sekarang ini penerapannya belum berjalan seperti yang diharapkan, 

tentu ada faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban 

Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat. 

Untuk pelaksanaan penertiban yang dilakukan Pemerintah 

Kabupaten Lebong melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) 

sampai sekarang ini belum terlaksanakan. Dikarenakan ada 

beberapa faktor yang menghambat, diantaranya : 

1) Belum Adanya Sosialisasi Oleh Pemerintah Daerah 

Kepada        Masyarakat 

Dalam hal ini sangat penting dari pihak pemerintahan 

daerah maupun dari pihak yang berwenang dalam penertiban 

Peraturan Daerah tersebut untuk mengadakan sosialisasi 

kepada masyarakat bahwasannya sangat  penting untuk 

menaati Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 

Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman 

Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat ini. Jika 

kurangnya pengetahuan dari masyarakat dalam hal ini maka 

akan sangat sulit untuk mereka dalam menaati Perda tersebut. 

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Warles Fery, S.E saat 

diwawancarai mengenai Adakah Sosialisasi dari pihak Satuan 

Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) mengenai Peraturan Daerah 
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Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 ini kepada 

masyarakat, ia mengatakan : 

“Kami dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-

PP) belum pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat 

mengenai Perda Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 

Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Perlindungan 

Masyarakaat, Tapi akan dilakukan dalam waktu dekat.”68 

 

Padahal pentingnya mensosialisasikan Perda ini kepada 

masyarakat supaya mereka mengetahui dan untuk terus tertib 

dalam Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Perlindungan 

Masyarakat, Namun jika tidak pernah diadakannya sosialisasi 

mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 

Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman 

Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat ini. Ditambah lagi 

jika masyarakat itu sendiri enggan untuk mengikuti arahan 

yang telah dilakukan pihak pemerintah dalam hal Ketertiban 

Umum, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat tersebut. 

Kembali disampaikan oleh Bapak Warles, S.E., ia 

mengatakan : 

“Kami sudah pernah menghimbau kepada masyarakat, 

tetapi kurangnya kesadaran dari masyarakat tersebut 

mengakibatkan terulang kembalinya peristiwa seperti itu, dan 

juga peristiwa itupun sudah menjadi kebiasaan dikalangan 

masyarakat kita. Tentunya sangat sulit sekali bagi masyarakat 

untuk meninggalkan hal yang sudah menjadi kebiasaan.”69 

   

                                                             
68 Warles, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong, Wawancara, di Kantor 

Satpol PP Kabupaten Lebong, Hari Jum’at, Tanggal 14 Juli 2023, Pukul 10:00 Wib 
69 Warles, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong, Wawancara, di Kantor 

Satpol PP Kabupaten Lebong, Hari Jum’at, Tanggal 14 Juli 2023, Pukul 10:30 Wib 
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Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya 

kurangnya kerjasama dari pihak yang menertibkan Peraturan 

Daerah tersebut kepada masyarakat setempat dan ini juga 

menjadi alasan bagi masyarakat tidak menaati Peraturan 

Daerah Kabupaten Lebong Noor 3 Tahun 2020 Tentang 

Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan 

Perlindungan Masyaraakat ini. 

2).    Faktor Sarana Dan Prasarana 

Dalam penegakkan hukum sarana dan prasarana juga 

merupakan faktor yang mendukung dalam penegakkan 

peraturan daerah. Untuk memudahkan aparat penegak hukum 

dan pihak yang menegakkannya, sampai saat ini Satuan Polisi 

Pamong Praja (Satpol-PP) terkendala karena terbatasnya 

sarana dan prasarana tersebut. Seperti yang dikatakan oleh 

ibu Fera Susanti selaku Staf Administrasi Bagian Trantibun 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong saat di 

wawancarai ia mengatakan : 

“Dari pihak kami Satuan Polisi Pamong Praja memang 

belum ada PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Jika 

adanya PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Lebong mungkin akan mudah bagi kami dalam menertibkan 

Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman 

Dan Perlindungan Masyarakat ini.”70 

 

                                                             
70 Fera Susanti Staf Administrasi Bagian Trantibun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Lebong , Wawancara, di Kantor Satpol PP Kabupaten Lebong, Hari Jum’at, Tanggal 14 Juli 2023, 

Pukul 11:20 Wib 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan 

bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang 

Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan 

Perlindungan Masyarakat belum adanya Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil (PPNS), jika sudah terbentuk PPNS tersebut 

pasti akan sangat membantu kinerja Satuan Polisi Pamong 

Praja (Satpol-PP) dalam penertiban Perda ini. 

PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang 

sesuai dengan perturan perundang-undangan ditunjuk selaku 

Penyidik dan memiliki wewenang untuk melakukan suatu 

penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang 

(UU) yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. PPNS 

pada satpol PP berwenang untuk melakukan penyidikan 

terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan peraturan 

perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Peraturan 

Daerah yang ditegaskan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2. Implementasi Oleh Masyarakat 

Hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik yakni 

dimana ada hukum disitu ada masyaarakat. Hukum ada untuk mengatur 

kehidupan bermasyarakat agar masyarkat memiliki kesadaran hukum 

mengenai pedoman norma tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan 



73 
 

 
 

mengenai pedoman norma tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan 

perbuatan yang merupakan penyimpangan dalam kehidupan masyarakat. 

Dalam terimplementasinya Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 

3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan 

Perlindungan Masyaraakat adalah subjek utama dalam penertiban Perda 

tersebut. 

Namun sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya pada saat 

menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 

Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan 

Masyarakat ini, dan ada beberapa faktor yang menyebabkan belum 

terlaksananya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 ini kepada 

masyarakat, yaitu : 

a) Kurangnya Kesadaran Masyarakat 

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha manusia memperluas 

pengetahuan yang membentuk nilai, sikap dan perilaku. Selain itu, 

pendidikan juga merupakan kebutuhan manusia karena setiap orang 

mutlak membutuhkan pendidikan sampai tidak perduli dimanapun 

ia berada. Bahkan manusia akan mengalami kesulitan dan tidak 

akan mampu maju dan berkembang jika tidak ada pendidikan. 

Dengan demikian pendidikan harus diarahkan untuk membentuk 

manusia yang berkualitas, mampu bersaing, memiliki budi pekerti 

yang luhur dan bermoral baik. 
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Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong 

Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman 

Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat. Kesadaran masyarakat 

menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap penerapan Peraturan 

Daerah ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Warles 

Fery, S.E Selaku sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja 

(Satpol-PP) Kabupaten Lebong, ia mengatakan : 

“Kesadaran masyarakat kita yang sangat minim sekali, 

padahal kesadaran masyarakat ini lah yang sangat berpengaruh dan 

berdampak  besar terhadap pelaksanaan Peraturan daerah ini dan 

juga pelakunya adalah masyarakat itu sendiri.”71 

 

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, 

Ketentraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyrakat dengan 

bekerjasama dengan organisasi terkait dan lapisan masyarakat 

lainnya. Salah satu peraturan daerah yang menjadi tanggung jawab 

Satpol PP untuk menegakkan Ketertiban Umum, Ketentraman Dan 

Pelindungan Masyrakat . Satpol PP memiliki dua peran: 

1) Peran Preventif, yang dilakukan dengan cara sosialisasi    dan 

penyuluhan. 

2) Peran Represif, yang dilakukan dengan cara Razia serta 

melakukan koordinasi dengan pihak instansi terkait seperti 

                                                             
71 Warles Fery, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong, Wawancara, di 

Kantor Satpol PP Kabupaten Lebong, Hari Jum’at, Tanggal 14 Juli 2023, Pukul 11:00 Wib 
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Dinas Sosial dalam memberantas para pelanggar dalam 

wilayah Kabupaten Lebong. 

Menurut pemaparan Satpol PP Kabupaten Lebong dalam 

melaksanakan dan menegakkan Perda No. 3 Tahun 2020 pasal 9 

tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan 

Pelindungan Masyrakat demi menjaga keamanan dan ketertiban 

masyarakat. 

b) Faktor Kebiasaan. 

 Faktor kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara terus 

menerus membuat masyaraakat mengabaikan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban 

Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat. 

Itulah sebabnya masyarakat sangat sulit untuk melepaskan sesuatu 

yang sudah menjadi kebiasaan. Sebagai suatu kegiatan yang sudah 

sering diulang-ulang sehingga menjadi tradisi yang ada dan akan 

terus berkembang dalam lingkungan masyarakat dan apabila tidak 

dilakukan akan mendapatkan hukuman sosial dari lingkungan 

masyarakat itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Elvi 

selaku Sekretaris Desa Embong Uram, ia mengatakan : 

“Kami dari pemerintah desa sudah memberikan arahan supaya 

tidak mengadakan perayaan pernikahan sampai larut malam, tetapi 

masyarakat sini masih saja tetap mengadakannya dengan alasan 

untuk merayakan hari bahagia anak atau saudara mereka dan juga 

sebagai hiburan untuk para bapak-bapak karena untuk waktu siang 
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nya itu hiburan sering dikuasai oleh ibu-ibu dan bapak-bapak tidak 

mendapat kesempatan lagi”.72 

 

Hal yang sama juga disampaikan olaeh salah satu masyarakat 

desa embong uram yang baru saja mengadakan acara resepsi 

pernikahan anaknya, ia mengatakan : 

“Kami mengadakan acara pernikahan hanya untuk sebagai 

hiburan, dan juga sebagai rasa terimakasih untuk para tamu yang 

hadir diacara kami ini. Sedangkan kalau untuk para waria itu kami 

tidak mengundangnya, biasanya itu mereka tau dari mulut ke mulut 

atau dari organ tunggal yang kami pakai, atau bisa juga dari media 

sosial. Kami sebagai tuan rumah yang mengadakan resepsi ini tidak 

mungkin mengusir para waria itu dan kami melihat para tamu 

undangan juga merasa terhibur dengan kedatangan waria itu, maka 

dari itu kami tidak mengusirnya”.73 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan 

bahwa masih banyak yang menjadi faktor penghambat dalam 

pelaksanaan penertiban yang sesuai dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban 

Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat. 

Terutama dari masyarakat yang menjadi objek, padahal jika terus 

dibiarkan akan banyak menimbulkan dampak buruk dan 

berpeluang besar membawa hal-hal yang tidak diinginkan. 

Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasannya 

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 

Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Perlindungan 

Masyarakat belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga perlu 

                                                             
72 Elvi, Sekretaris Desa Embong Uram, Wawancara, di Kediaman Ibu Elvi, Hari Sabtu, 

Tanggal 15 Juli 2023, Pukul 10:00 Wib 
73 Marsono, Masyarakat, Wawancara, di Kediaman Bapak Marsono, Hari Rabu, Tanggal 19 

Juli 2023, Pukul 14:00 Wib 
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dilakukannya perbaikan dan penguatan terhadap faktor-faktor yang 

menjadi penghambat dalam tertibnya Peraturan Daerah ini seperti 

kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat, 

kurangnya kesadaran masyarakat, faktor kebiasaan dari lingkungan 

masyarakat, dan masih kurangnya sarana dan prasarana yang 

dimiliki. 

B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Mengenai Pasal 9 Peraturan Daerah 

Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban umum, 

Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat 

Fiqh siyasah atau siyasah syar’iyah sebuah cabang ilmu yang 

mempelajari hal ihwal dan keterkaitan pengaturan urusan umat dan negara 

dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat 

oleh pemegang kekuasaan yang searah dengan dasar-dasar ajaran atau ruh 

syariat untuk mewujudkan kemaslahatan sebuah umat. Dengan kata lain, 

fiqh siyasah adalah ilmu tata negara yang dalam ilmu agama Islam 

menyusut ke dalam pranata sosial Islam.74 

Fiqh siyasah dusturiyah dapat dikatakan sebagai ilmu politik 

pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek-aspek 

yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits 

serta tujuan syariat Islam. Disamping itu, perjalanan ijtihad para ulama 

                                                             
74 Syaiful Amri, Fiqih Siyasah, (Diktat UIN Sumatera Utara, 2023) : 1. 
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mengingat terjadinya perubahan dan perkembangan zaman yang 

menyentuh persoalan ketatanegaraan dan pemerintahan.75 

Siyasah dusturiyah dalam hal ini juga membahas tentang konsep 

ketatanegaraan, demokrasi, dan syura yang merupakan pilar penting dari 

perundang-undangan tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong 

Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman 

Masyarakat Dan Perlindungan Mayarakat dalam siyasah dusturiyah, 

hubungan antara pemimpin dan rakyatnya disatu sisi dan lembaga yang 

ada dimasyarakat di sisi lain. Dari pernyataan tadi, tentu ruang lingkup 

pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, ilmu siyasah dusturiyyah ini 

di batasi dengan hanya membahas pengaturan  dan undang-undang yang 

dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip 

agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi 

kebutuhannya. Pelaksanaan siyasah dusturiyah adalah suatu tindakan atau 

pelaksanaan dari rencana yang disusun secara matang dan terperinci. 

Dalam hal ini fenomena yang menjadi fokus peneliti yaitu mengenai 

sering terjadinya penyelenggaraan pesta malam pada perayaan pernikahan 

yang melibatkan waria (wanita pria). Ajaran islam sejatinya melarang pria 

menyerupai wanita dan wanita menyerupai pria karena secara takdir dan 

syariat pria dan wanita adalah berbeda. Nabi Muhammad SAW sudah 

melarang hal ini sejak lama. Allah sangat melaknat kaum pria yang 

menyerupai wanita dan begitu juga sebaliknya.  

                                                             
75 Jubair situmorang. Politik ketatanegaraan dalam islam. (bandung : pustaka setia bandung) 

2012, 20 
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Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lebong dalam melindungi, 

menjaga, memberi keamanan dan ketertiban kepada masyarakaat telah 

menerapkan Peraturan daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 tahun 2020 

Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan 

Masyarakat. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa 

ayat 58 : 

مََاناَتِ إِلَ  أمُرُكُمأ أنَأ تؤَُدُّوا الْأ َ يأَ تمُأ بيَأنَ النَّاإنَِّ اللََّّ لِهَا وَإذِاَ حَكَمأ سِ ىَٰ أهَأ  

كُمُوا باِلأعدَألِ  َ  إنَِّ  ۚۚ أنَأ تحَأ َ  إنَِّ  ۚ  مأ بهِِ عِظُكُ ا يَ نِعِمَّ  اللََّّ يرًابصَِ  سَمِيعاً كَانَ  اللََّّ  

 Artinya :  

 

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara 

manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah 

sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha 

Mendengar, Maha Melihat. (Al-Qur’an surah an-Nisa : 58)76 

 

Dari ayat diatas peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah yang 

diberikan amanah wajib memberikan keamanan kepada masyarakat 

dengan cara membuat aturan yang baik demi kemaslahatan, ketertiban dan 

kepentingan masyarakat. 

Dan juga sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surah An-Nur 

ayat 55 : 

لِفنََّهُمأ فيِ  تخَأ الِحَاتِ ليََسأ كُمأ وَعَمِلوُا الصَّ ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنأ وَعَدَ اللََّّ

ننََّ لَهُمأ دِينَهُمُ الَّذِي  لِهِمأ وَليَمَُك ِ لفََ الَّذِينَ مِنأ قبَأ تخَأ ضِ كَمَا اسأ رَأ الْأ

نً  فِهِمأ أمَأ لنََّهُمأ مِنأ بَعأدِ خَوأ تضََىَٰ لَهُمأ وَليَبُدَ ِ  لَ  يَعأبدُوُنَنِي ۚۚ ا ارأ

رِكُونَ  لِكَ  بعَأدَ  كَفَرَ  وَمَنأ  ۚۚ  شَيأئاً بيِ يشُأ ئكَِ  ذََٰ الأفاَسِقوُنَ  هُمُ  فأَوُلََٰ  
 Artinya :  

                                                             
76 Q.S An-Nisa Ayat 58 
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Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di 

antara kamu dan mengerjakan amal-amal shalih bahwa Dia akan 

menjadikan mereka berkuasa dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi 

mereka agama mereka yang diridhai-Nya untuk mereka dan Dia benar-

benar akan mengganti (keadaan) mereka sesudah mereka dalam ketakutan 

menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahKu dengan tiada 

mempersekutukan sesuatu pun dengan Aku. Dan barang siapa yang (tetap) 

kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik [QS 

an-Nur 55].77 

 

Dalam Qs. An-Nur ayat 55 Langkah penting yang harus diambil 

dalam menciptakan keamanan adalah penyebarluasan dakwah untuk 

mewujudkan keimanan sejati umat manusia dan meniadakan 

kesewenang-wenangan, baik besar maupun kecil. Dengan cara ini, janji 

Allah terpenuhi. Tuhan tidak mengingkari janjinya. Setiap individu, 

masyarakat dan bangsa mencanangkan keamanan. Karena kecuali 

stabilitas dan keamanan tercipta, hidup mereka tidak akan normal. 

Negara menggunakan berbagai mekanisme untuk menciptakan 

keamanan. Sebagian orang memaksakan kehendaknya kepada rakyat, dan 

sebagian lagi menggunakan slogan liberalisme untuk melepaskan kendali 

dan memberikan kebebasan kepada rakyat. Beberapa menggunakan 

teknologi terbaru untuk mengendalikan orang. 

نُ  ضِ قاَلوُا إنَِّمَا نَحأ رَأ وَإذِاَ قيِلَ لَهُمأ لَ تفُأسِدوُا فيِ الْأ

لِحُون ١١ مُصأ  

ـكِنلَّ  يَشعُ رُونَ  ١٢  الََ ۤ انَِّهُمهُمُ  المُفسِدوُنَ  وَلَٰ
 

Artinya :  

                                                             
77 Q.S An-Nur Ayat 55 
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Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat 

kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami 

orang-orang yang mengadakan perbaikan".Ingatlah, sesungguhnya 

mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka 

tidak sadar.(Al-Baqarah Ayat 11-12)78 

 

Dari ayat diatas peneliti menyimpulkan bahwa kita dilarang 

membuat kerusakan. Mengganggu atau membuat keresahan di tempat 

kepentingan umum sama dengan membuat kerusakan yaitu merusak 

kemaslahatan dan kepentingan umum yang lebih besar. Maka tindakan 

tersebut hukumnya tidak boleh dan jatuh kepada perbuatan yang Haram. 

Sama hal dengan yang terjadi pada kecamatan uram jaya yang dalam 

setiap resepsi pernikahan di adakan pesta malam dari pukul 09.00 malam 

sampai dengan pukul 03.00 pagi. Pada saat berlangsungnya petas tersebut 

terdapat hal yang mengejutkan yaitu terdapat kontes waria. Maka dari itu 

dilaksanakan pest tersebut sangat mengganggu masyrakat sekitar sama hal 

nya dengan bunyi ayat di atas. 

Dari penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan implementasi 

penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan 

masyarakat di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong mengenai 

fenomena pesta malam dalam perayaan pernikahan yang melibatkan waria 

bertentangan dengan norma Fiqh Siyasah bahwa hukum bagi laki-laki 

yang menyerupai perempuan ataupun perempuan yang menyerupai laki-

laki itu hukumnya haram dan tindakan yang sangat dibenci Allah SWT, 

                                                             
78 Q.S Al-Baqarah Ayat 11-12 
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disamping itu juga mengadakan pesta pada malam hari sangat 

mengganggu masyarakat yang ada disekitar lokasi.  
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Dalam penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Pemahaman Masyarakat Tentang Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten 

Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman 

Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat masih banyak masyarakat 

yang tidak tahu dan tidak paham akan adanya Peraturan Daerah tersebut. 

Dikarenakan, dari pihak Pemerintah Daerah tidak pernah melakukan 

sosialisasi megenai Peraturan Dearah tersebut kepada masyarakat 

khususnya masyarakat Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong.    

2. Implementasi tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tidak 

berjalan sebagaimana mestinya. Dalam tinjauan Siyasah Dusturiyah 

penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan 

perlindungan masyarakat di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong 

mengenai fenomena masyarakat Kecamatan Uram Jaya yang 

menyelenggarakan pesta pada malam hari pada saat perayaan pernikahan 

yang melibatkan Waria tersebut sangat bertentangan dengan syariat Islam. 

Terutama pada kata Waria, dalam Islam Allah SWT melaknat para 

perempuan yang menyerupai laki-laki, dan para laki-laki yang 

menyerupai perempuan. Manusia merupakan makhluk mulia, Secara 
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langsung Allah SWT memuliakan manusia oleh diri-Nya. Sifat kemuliaan 

manusia berimplikasi pada kesamaan hak penghormatan. Oleh sebab itu 

perbuatan tersebut dilarang dan haram hukumnya.  

B. Saran 

Saran-saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah : 

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Lebong untuk melakukan 

peninjuan dan juga pemantauan terhadap kegiatan yang diselenggarakan 

warga dalam hal ini khususnya pada saat pesta malam dalam perayaan 

pernikahan yang melibatkan waria dan diharapkan kepada pemerintah 

daerah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja untuk terus 

mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang 

Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan 

Masyarakat. 

2. Diwajibkan kelengkapan lembaga-lembaga yang berwenang atas satuan 

polisi pamong praja mempunyai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil ) 

Untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dibutuhkan 

terdapatnya kerja sama yang lebih aktif dan terorganisir antara 

pemerintah, Satuan Polisi Pamong Praja, perangkat kecamatan, dan tokoh 

masyarakat serta pemuda beserta warga yang lain tergabung didalam 

ormas ataupun organisasi social yang lain sebagai upaya pencegahan 

terhadap kemaslahatan. 



85 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Al-Qur’an Surah An-Nisa Ayat 58 

Al-Qur’an Surah An-Nisa Ayat 59 

Al-Qur’an Surah An-Nur Ayat 55 

Al-Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 11-12 

 

Buku 

Badan Statistik Kabupaten Lebong, Kabupaten Lebong Dalam Angka, Lebong Regerency in 

Figures 2023.  (Lebong : Percetakan Negara Republik Indonesia), 2021. 

 

Djazuli, H, A.  Ilmu Fiqh : Pengadilan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam. Jakarta : 

Kencana Prenadamedia Group, 2004. 

 

Dwi Hananto, Untung. Asas Desentralisasi Dan Tugas Pembantuan Dalam Undang-Undang No. 

32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.  

 

H.Tachjan, Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : Penerbit AIPI, 2006. 

 

Iqbal, Muhammad, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Dokrit Politik Islam. Jakarta: Kencana, 2014. 

Jasin, Johan, Hukum Tata Negara Suatu Pengantar. Yogyakarta : CV Budi Utama, 2016.   

 

Maemunah, Hukum Tata Negara. Yogykarta: Penerbit Deepublish (CV Budi Utama), 2018. 

 

Muhammad Fauzan, Encik, Hukum Tata Negara Indonesia. Jatim : Cita Intras Selaras, 2016. 

 
Nazrah Pulungan, Enny,. Fikih Usul Fikih. Diktat UIN Sumatera Utara, Medan, 2017. 

P. Sibuea,Hotma, Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan 

yang Baik. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010. 

 

Pulungan, Suyuthi, Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada, 2002. 

 

Rozali, Abdullah. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara 

Langsung.  (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada), 2005. 

 

 

 

 



86 
 

 
 

Jurnal 

 

Akib, Haedar, “Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal Administrasi 

Publik” 1,  No. 01 (2010) : 1-11 

 

Azwar, “Analisis Dinamis Dampak Desenttralisasi Fiskal Terhadap Rfisiensi Belanja Kesehatan 

Dan Kesejahteraan : Studi Kasus Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan” 6, 

No. 1 (2022) : 49-62 

 

Fachruroji, Moch., “Trilogi Kepemimpinan Islam : Analisis Teoritik terhadap Konsep Khilafah, 

Imamah dan Imarah” 4, No. 12 (2008) : 290-304 

 

Lasatu, Asri, “Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah 

Terhadap Kinerja DPRD” 14, No. 2 (2020) : 201-222 

 

Mahmadatun, Siti, “Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 

JO. Nomor 45 Tahun 1990” 16, No. 1 (2016) : 306-319 

  
Media Syari’ah, “Wahana Kajian Hukum Islam Pranata Sosial” 25, No. 1 (2023) :   

Nurhayati, “Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih” 2, No. 2 (2018) : 125-

134 

 

Rinaldo, M. Edward Dan Hervin Yoki Pradikta, “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam 

Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum 

Positif di Indonesia” 1, No. 1 (2021) : 64-84 

 

Sunoto Dan Berthan Lin Esti Indraswanti, “Analisis Pembangunan Ekonomi Daerah Dalam 

Perspektif Potensi Sumber Daya : Studi Kasus Kabupaten Lebong Sebagai 

Kabupaten Konservasi” 3, No. 2 (2021) : 147-158 

 

Zain, Arifin, “Khilafah Dalam Islam.” 3, No. 1 (2019) : 41-55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 
 

Skripsi 

A, Rahmawati, “Penerapan Konsep Negara Hukum Dalam Made Of Law Di DPRD Kabupaten 

Pinrang  Perspektif Fiqh Siyasah.” Skripsi. Fak. Syari’ah Dan Ilmu Hukum 

Islam IAIN Parepare, 2020 
 

Abdullah, Juliana, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Sertifikat 

Hak Milik Atas Tanah Di Desa Bentenge Kecamatan Mallaw Kabupaten 

Maros.” Skripsi. Fak. Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah, Makassar, 2020 
 

Andriyana, Marya, “Implementasi Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 

Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat 

Menurut Fiqh Siyasah.” Skripsi. Fak. Syariah Universitas Islam Raden Intan, 

Lampung, 2022 
 

Dahlia, “Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam 

Sistem Hukum Di Indonesia.” Skripsi. Fak. Syariah Universitas Islam Raden 

Intan, Lampung, 2020 
 

Dwi Setya, Wina, “Yuridis Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Di Kabupaten Tanah 

Datar Perspektif Siyasay Dusturiyah.” Skripsi. Fak. Syariah UIN Mahmud 

Yunus Batusangkar, Sumatera Barat,  2022 
 

Hady Sofian, Jhodi, “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Cyber 

Crime Polda Bengkulu Dalam Pembentukan Virtual Police.” Skripsi. Fak. 

Syariah UIN Fatmawati, Bengkulu, 2022 

 

Hastuti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Pengadilan Negeri Watampone 

(Telaah Hukum Islam).” Skripsi. Fak. Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, 

Makassar, 2017 

 

Kurniawan, Riski, “Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Palaksanaan Pasal 86 Undang-

Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus 

PT.Budi Starch & Sweetener Tbk. Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten 

Lampung Utara).” Skripsi. Fak. Syariah, Universitas Islam Negeri Raden 

Intan, Lampung, 2022 

 

Mustofa, “Upaya Polri Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Kerusuhan Massa Akibat Konser 

Musik Organ Tunggal Dikecamatan Tanjung Brebes.” Skripsi. Fak. 

Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2013 

 

Nurliah. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Takalar.” Skripsi. Fak. Ilmu Sosial, Universitas 

Negeri Makassar, Makasar, 2016 

 



88 
 

 
 

Pratama Lubis, Afriansah, “Implementasi Peratura Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 

2018 Dalam Rangka Pelayanan Tertib Tempat Usaha Di Dinas Satpol Pp 

Kabupaten Asahan.” Skripsi. Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah, Medan, 2013 

 

Qodri,Muhammad, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 

Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa 

Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.” Skripsi. 

Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2020 

 

Rizal Ismai, M, “Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 

Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban 

Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah.” Skripsi. Fak. UIN Raden Intan, 

Lampung, 2021 

 

Saputra, Hindra, “Konsep Imamah Menurut Al-Mawardi.” Skripsi. Fak. Syariah IAIN 

Batusangkar, Padang, 2021 

 

Setia Aji, Iswinarno, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang 

Penyelenggaraan Hiburan Di Kabupaten Demak.” Skripsi. Fak. Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2019  

 

Silmi Al-Haq, Faqhihus, “Konsep Negara Hukum Modern Dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Perspektif Yusuf Al-

Qardhawi.” Skripsi. Fak. Syariah UIN Malik Ibrahim, Malang, 2019 

 

Taprijiya, “Efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 

Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat Terhadap Larangan Pesta Malam 

DiKabupaten Musi Rawas Utara.” Skripsi. Fak. Syariah dan Ekonomi 

Islam IAIN Curup, Curup, 2022 

 

Wawancara, Fera Susanti, wawancara, pada tanggal 14 Juli 2023, Pukul 11:20 WIB 

 

Wawancara, Warles Fery, wawancara, pada tanggal 14 Juli 2023, Pukul 10:30 WIB 

Wawancara, Elvi, wawancara, pada tanggal 15 Juli 2023, Pukul 10:00 WIB 

 

Wawancara, Suhardi, wawancara, pada tanggal 16 Juli 2023, Pukul 16:00 WIB 

 

Wawancara, Karnedi, wawancara, pada tanggal 16 Juli 2023, Pukul 16:20 WIB 

 

Wawancara, Edi Juanda, wawancara, pada tanggal 16 Juli 2023, Pukul 19:00 WIB 

Wawancara, Zeka Eliya, wawancara, pada tanggal 17 Juli 2023, Pukul 14:00 WIB 

Wawancara, Marsono, wawancara, pada tanggal 19 Juli 2023, Pukul 14:00 WIB 

 



89 
 

 
 

 

Sumber Internet 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lebong 

 

https://islam.nu.or.id/post/read/106733/sikap-terhadap-pemimpin-menurut-islam 

 

https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/5/111801090_file%205 

 

 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lebong
https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/5/111801090_file%205


90 
 

 
 

 



91 
 

 
 



92 
 

 
 



93 
 

 
 



94 
 

 
 



95 
 

 
 



96 
 

 
 



97 
 

 
 



98 
 

 
 



99 
 

 
 



100 
 

 
 



101 
 

 
 



102 
 

 
 



103 
 

 
 



104 
 

 
 



105 
 

 
 



106 
 

 
 



107 
 

 
 



108 
 

 
 



109 
 

 
 



110 
 

 
 



111 
 

 
 



112 
 

 
 



113 
 

 
 



114 
 

 
 



115 
 

 
 



116 
 

 
 



117 
 

 
 



118 
 

 
 



119 
 

 
 



120 
 

 
 



121 
 

 
 

  



122 
 

 
 



123 
 

 
 

 



124 
 

 
 

 



125 
 

 
 

 



126 
 

 
 



127 
 

 
 



128 
 

 
 



129 
 

 
 



130 
 

 
 



131 
 

 
 



132 
 

 
 



133 
 

 
 



134 
 

 
 



135 
 

 
 



136 
 

 
 



137 
 

 
 



138 
 

 
 



139 
 

 
 

 



140 
 

 
 



141 
 

 
 



142 
 

 
 



143 
 

 
 



144 
 

 
 

 



145 
 

 
 

 


